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	: Andrew Eldo Haholongan  

	NIM  
	: 202122009  

	Judul Skripsi  
	: Dampak Proyek Belt and Road Initiative Tiongkok melalui Debt  


Trap Diplomacy Terhadap Keamanan Nasional dna Geopolitik  
Angola Pada Periode 2018-2023  
Jumlah Halaman  : LXXXII/82 Halaman + Daftar Pustaka  
  
 Penelitian ini menganalisis dampak proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh Tiongkok terhadap keamanan nasional dan kondisi geopolitik Angola dalam periode 2018–2023. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana praktik debt trap diplomacy dalam proyek BRI mempengaruhi kedaulatan ekonomi dan politik Angola, serta dampaknya terhadap stabilitas regional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengandalkan data sekunder dari jurnal akademik, laporan organisasi internasional, serta sumber berita terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi besar-besaran Tiongkok dalam infrastruktur Angola melalui BRI berkontribusi pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketergantungan finansial Angola terhadap Tiongkok. Ketidakmampuan Angola dalam memenuhi kewajiban utang berpotensi menyebabkan pengambilalihan aset strategis oleh Tiongkok, yang dapat mengancam kedaulatan nasional negara tersebut. Selain itu, dinamika geopolitik di Angola mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan negara-negara Barat dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan mitigasi utang dan strategi diversifikasi ekonomi bagi Angola guna mengurangi risiko dominasi asing dalam kebijakan nasionalnya  
Kata Kunci: Belt and Road Initiative, debt trap diplomacy, geopolitik, keamanan nasional, Angola.  
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    Name  	: Andrew Eldo  
   NIM   	: 202122009  
Thesis Title  : THE IMPACT OF CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE PROJECT THROUGH DEBT TRAP DIPLOMACY ON ANGOLA'S NATIONAL SECURITY AND GEOPOLITICS IN THE 2018-2023 PERIOD.  
Number of Pages : LXXXII/82 pages + References  
  
This study analyzes the impact of China’s Belt and Road Initiative (BRI) on Angola’s national security and geopolitical dynamics during the 2018–2023 period. The main focus of this research is how debt trap diplomacy within BRI projects affects Angola’s economic and political sovereignty and its implications for regional stability. The study employs a qualitative descriptive method with a case study approach, utilizing secondary data from academic journals, international organization reports, and reputable news sources. The findings indicate that China’s large-scale infrastructure investments in Angola under the BRI have contributed to improved connectivity and economic growth but have also increased Angola’s financial dependence on China. Angola's inability to meet its debt obligations raises concerns about potential Chinese takeovers of strategic assets, posing a threat to the country's national sovereignty. Additionally, Angola’s geopolitical landscape has shifted significantly, with growing competition between China and Western nations over influence in the region. Therefore, this research recommends the implementation of debt mitigation policies and economic diversification strategies to reduce the risk of foreign dominance in Angola’s national affairs.  
Keywords: Belt and Road Initiative, debt trap diplomacy, geopolitics, national security, Angola.  
  
  
  
  
  
  
DAFTAR ISI 
 
TANDA TANGAN PERSETUJUAN SKRIPSI .................................................................... i 	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii 
KATA PENGANTAR	iii 
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v 
ABSTRAK	vi 
ABSTRACT	vii 
BAB I	1 
PENDAHULUAN	1 
A.  Latar Belakang Masalah	1 
B.  Rumusan Masalah	4 
C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian	4 
C.1 Tujuan Penelitian	4 
C.2 Manfaat Penelitian	5 
D.  Tinjauan Pustaka	5 
E.  Kerangka Pemikiran	13 
E.1 Definisi Konseptual	13 
E.1.1 Debt Trap Diplomacy	13 
E.1.2 Securitisation	16 
E.2 Operasionalisasi Konsep	17 
E.2.1 Geopolitics	17 
E.2.2 Military Expansion	21 
E.2.3 Securitisation	22 
F.  Asumsi dan Hipotesa	23 
F.1. Asumsi	23 
F. 2. Hipotesa	24 
G. Model Analisis	25 
H. Metode Penelitian	26 
I. Sistematika Penelitian	27 
BAB II	29 
Debt Trap Diplomacy : Antara Pembangunan dan Ancaman	29 
2.1 Latar Belakang dan Perkembangan Belt and Road Initiative (BRI)	29 
2.2 Debt Trap Diplomacy dan Implikasi Neo-Kolonialisme di Angola	32 
2.3 Potensi Penyitaan Aset dan Dimensi Keamanan	36 
2.4 Dampak Ekonomi dan Politik	39 
2.4.1 Ketergantungan Ekonomi	39 
2.4.2 Pengaruh Terhadap Kedaulatan Politik	41 
2.4.3 Hambatan Investasi Alternatif	43 
BAB III	44 
TANTANGAN KEAMANAN REGIONAL DAN UPAYA	44 
PEMBANGUNAN	44 
3.1 Analisis tantangan keamanan dan upaya pembangunan	44 
3.2 Tantangan Keamanan Regional	46 
3.2.1 Rivalitas Geopolitik dan Pengaruh Ekonomi	46 
3.2.2 Instabilitas Politik dan Sosial	49 
3.2.3 Sekuritisasi Infrastruktur dan Keberlanjutan Finansial	52 
3.3 Upaya Pembangunan dan Mitigasi Tantangan Keamanan	54 
3.3.1 Blue Dot Network sebagai Alternatif	54 
3.3.2 Penguatan Kapasitas Institusi Domestik	56 
3.3.3 Diversifikasi Mitra Strategis	58 
3.3.4 Strategi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan	59 
BAB IV	63 
PENUTUP	63 
A. Kesimpulan	63 
B. Saran	65 
DAFTAR PUSTAKA	67 

 
  




ii 
iv 
 
iv 
 
[bookmark: _Toc59119]BAB I 
[bookmark: _Toc59120]PENDAHULUAN 
  
  
[bookmark: _Toc59121]A.  Latar Belakang Masalah  
13 Desember 2018 menandai empat dekade sejak pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping, secara resmi meluncurkan era "reformasi dan keterbukaan" (Rising China) dalam pidatonya pada sesi penutupan Konferensi Kerja Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Pidato ini menandai dimulainya perubahan besar dalam kebijakan ekonomi dan politik Tiongkok, yang berfokus pada pembaruan ekonomi domestik dan peningkatan hubungan dengan dunia luar.  
  
Di bawah agenda reformasi dan keterbukaan tersebut, selama dua dekade dari pertengahan 1980-an, Tiongkok mengalami perubahan besar yang membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonominya. Faktor-faktor kunci yang mendukung ekspansi cepat ekonomi Tiongkok antara lain demografi yang menguntungkan dengan populasi usia produktif yang besar, tingkat pendapatan per kapita yang rendah yang memberikan potensi besar untuk pertumbuhan, serta ekspansi modal tetap yang berarti peningkatan investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya. (Johnston, 2018)  
  
Selain itu, pertumbuhan sektor industri berorientasi ekspor juga memainkan peran krusial dalam transformasi ekonomi Tiongkok. Dengan mendorong produksi barang untuk pasar internasional, Tiongkok berhasil meningkatkan penerimaan devisa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Kebijakan ini didukung oleh investasi asing yang masuk ke negara tersebut, membawa teknologi dan manajemen baru yang semakin mempercepat modernisasi industri   
 
  
Era reformasi dan keterbukaan ini tidak hanya mengubah wajah ekonomi Tiongkok tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan politik. Reformasi agraria, liberalisasi harga, dan pembentukan zona ekonomi khusus adalah beberapa langkah yang diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, Tiongkok berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Secara keseluruhan, peluncuran era reformasi dan keterbukaan oleh Deng Xiaoping merupakan titik balik dalam sejarah Tiongkok yang membawa negara ini menuju jalur perkembangan pesat dan integrasi ke dalam ekonomi global.   
  
Dalam konteks ini adalah Mega proyek Belt and Road Initiative (BRI) adalah instrumen utama untuk mencapai tujuan ambisius Tiongkok dalam memperluas pengaruh ekonominya secara global. BRI, yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan Angola melalui jaringan infrastruktur yang luas, termasuk jalur kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan pipa energi. Proyek ini mencakup lebih dari 60 negara, yang mencakup sekitar 65% dari populasi dunia dan 40% dari PDB global.  
Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara peserta. Dengan memberikan pembiayaan dan bantuan teknis untuk proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, Tiongkok berharap dapat membuka pasar baru untuk produknya, memastikan akses ke sumber daya alam yang vital, dan membangun aliansi strategis di seluruh dunia.  
Belt and Road Initiative Tiongkok (BRI) telah menempatkan dirinya secara strategis di negaranegara Angola, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan 
konektivitas.  
Namun, struktur keuangan proyek-proyek ini, yang sering kali melibatkan pinjaman besar, menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keamanan nasional di negara-negara tersebut. Dengan memanfaatkan Debt Trap Diplomacy, Tiongkok dapat menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara ini, yang berpotensi mengorbankan kedaulatan dan keamanan mereka. Implikasi strategis dari proyek-proyek BRI di Angola tidak hanya terbatas pada pembangunan ekonomi, tetapi juga dapat mengarah pada peningkatan pengaruh dan kontrol China atas aset strategis seperti pelabuhan dan jaringan transportasi. Situasi ini dapat memiliki konsekuensi yang luas terhadap keamanan nasional dan dinamika geopolitik di wilayah tersebut, yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan dan aliansi (Jennifer Hillman et al.).   
Dalam konteks Belt and Road Initiatives (BRI), peningkatan proyek infrastruktur di Angola, khususnya di Angola, menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan. Dengan masuknya investasi Tiongkok ke wilayah Angola, negara-negara seperti Kenya, Ethiopia, dan Djibouti sedang melakukan pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, dan jalan raya yang juga berfungsi untuk kepentingan militer. Infrastruktur dual-use ini memiliki potensi untuk tidak hanya meningkatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi, tetapi juga memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di area-area strategis penting. Keberadaan instalasi militer dan peralatan dalam proyek-projek BRI dapat meningkatkan risiko konflik regional, serta menantang kedaulatan dan keamanan nasional negara-negara tuan rumah.   
  
[bookmark: _Toc59122]B. Rumusan Masalah  
Penulis tertarik untuk meneliti mengenai Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok di kawasan Angola, khususnya dalam konteks upaya Tiongkok untuk membangun Jalur Sutra 
Maritim di wilayah tersebut. Inisiatif BRI, yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas global melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan proyek-proyek strategis di berbagai negara. Di Angola, BRI telah membawa investasi signifikan dalam pembangunan pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, dan infrastruktur energi. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul kekhawatiran bahwa BRI Tiongkok di Angola dapat mengganggu stabilitas regional. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait dampak BRI terhadap stabilitas di Angola, termasuk potensi risiko geopolitik, ketergantungan ekonomi, dan isu-isu kedaulatan. maka munculah pertanyaan “Dampak Proyek 
Belt And Road Initiative Tiongkok Terhadap Keamanan Nasional Dan Kondisi Geopolitik  
Angola pada Periode 2019-2023”  
[bookmark: _Toc59123]C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
[bookmark: _Toc59124]C.1 Tujuan Penelitian  	  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proyek Belt and Road  
Initiative (BRI) Tiongkok dapat mempengaruhi keamanan nasional dan kondisi geopolitik di Angola. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, politik, dan sosial dari investasi besar-besaran Tiongkok dalam infrastruktur dan proyekproyek strategis di negara dan kawasan  tersebut.  
  
[bookmark: _Toc59125] C.2 Manfaat Penelitian  	  
1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis mengenai dampak belt and road initiative melalui debt trap diplomacy terhadap keamanan regional dan kondisi geopolitik negara Angola  
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan rekomendasi terkait dampak dari belt and road initiative yang di inisiasikan oleh tiongkok melalui debt trap diplomacy yang akan mempengaruhi regional Angola dan kondisi geopolitik.  
[bookmark: _Toc59126]D. Tinjauan Pustaka  
Penelitian ini didasarkan pada Tinjauan Pustaka yang menjadi sumber informasi utama dan digunakan sebagai referensi dalam menggambarkan secara umum objek penelitian, konsep-konsep umum, serta perbandingan analisis dari penelitian sebelumnya.  
Tinjauan pustaka yang pertama diambil dari jurnal yang berjudul China in Africa: Threat to African Countries? Karya Chien-Khai Chen didalam jurnalnya menyatakan bahwa Tiongkok sebagai kekuatan yang sedang bangkit, China memiliki semakin banyak kepentingan, baik itu ekonomi, politik, maupun militer yang perlu diamankan. Oleh karena itu, selain mengembangkan hubungan dengan kekuatan besar di Barat dan negara-negara Asia di sekitarnya, China telah berusaha untuk memperluas hubungan dengan sebanyak mungkin negara di Timur Tengah,  
Amerika Latin, dan Angola. Di antara wilayah diplomatik baru ini, China telah paling aktif di Angola, terutama di Angola sub-Sahara, selama dua dekade terakhir (Sutter, 2016: 305). Meskipun masih jauh dari menjadi hegemon di Angola, kehadiran China yang semakin besar, dibandingkan dengan yang lain, menarik perhatian banyak pihak baik di dalam maupun di luar benua tersebut. 
Kehadiran ekonomi China yang semakin meluas di Angola dapat diamati melalui meningkatnya perdagangan China-Angola. Dalam konteks ini Angola tengah dalam masa proyeksi BRI dan kini regional Angola menjadi babak baru bagi Tiongkok untuk melakukan rencananya, dan kini regional Angola sudah memiliki banyak hutang dan dibilang hampir dikatakan pailit dalam membayarkan hutang kepada tiongkok untuk infrastrukturnya.  
Tinjauan pustaka kedua diambil dari jurnal yang berjudul Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital Cina Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Angola, di dalam jurnal tersebut menjelaskan Beberapa peneliti melihat inisiatif BRI sebagai strategi ekspansi ekonomi global pemerintah Cina, yang melibatkan investasi besar dalam infrastruktur di banyak negara. Meskipun memberikan manfaat ekonomi, investasi ini juga merupakan bagian dari soft power, strategi diplomasi geopolitik Cina untuk memperkuat pengaruh dan hegemoninya. Di Angola, sekitar 40% negara-negara menghadapi risiko tinggi terjebak dalam utang kepada Cina, yang dapat mengarah pada kendala ekonomi dan kontrol yang lebih besar atas aset-aset strategis oleh Cina. dalam konteks ini Angola tengah menghadapi ketegangan terhadap hutang yang dilayangkan oleh  
Tiongkok dan mengambil alih infrastruktur yang telah Tiongkok bangun untuk negara kawasan Angola Tengah  
Tinjauan pustaka yang ketiga diambil dari jurnal yang berjudul Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment karya Yiping Huang pada jurnal tersebut menjelaskan Inisiatif Belt Initiative Road adalah upaya penting Tiongkok untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama internasional baru. Selama tiga dekade pertama reformasi, Tiongkok tumbuh pesat berkat ekspor dan investasi asing, namun pertumbuhan melambat dalam lima tahun terakhir. BRI membuka peluang baru ke arah barat dan mendukung perkembangan ekonomi selanjutnya. BRI bertujuan meningkatkan pengaruh internasional Tiongkok dan berkontribusi pada arsitektur ekonomi global, dengan fokus pada infrastruktur, dialog kebijakan, konektivitas, perdagangan bebas hambatan, dukungan finansial, dan pertukaran masyarakat. Meskipun menawarkan peluang besar, BRI juga menghadapi risiko geopolitik, koordinasi kebijakan, dan keberlanjutan finansial proyek lintas negara. Upaya Tiongkok untuk membantu pembangunan di daerah kurang berkembang patut dihargai, namun perlu kehati-hatian finansial dan politik agar berhasil. Dalam penelitian ini upaya tiongkok untuk membangun infrastruktur kepada negara yang membutuhkan pelabuhan, pangkalan militer. Namun di satu sisi Tiongkok mengetahui bahwa pembayaran hutang akan macet, maka dari itu Tiongkok membuat kebijakan yang akan mengambil alih aset tersebut jika negara yang telah dibangun infrastruktur oleh Tiongkok tersebut.  
Tinjauan pustaka yang keempat diambil dari jurnal berjudul Chinese debt trap diplomacy: reality or myth? karya Michal Himmer dan Zdeněk Rod didalam jurnalnya mengatakan Debt-trap diplomacy (DTD) adalah alat kebijakan baru yang mempengaruhi urusan internasional dan sering dikaitkan dengan Tiongkok. DTD muncul dari strategi geopolitik Tiongkok tahun 2013 yang disebut Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan investasi global Tiongkok. BRI berfokus pada penciptaan Jalur Sutra Ekonomi dan Jalur Sutra Maritim abad ke-21. Karena DTD telah menjadi isu global, studi ini bertujuan untuk menganalisis sifat alat kebijakan luar negeri ini. Dengan kata lain, DTD semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kepercayaan dan pengaruh Tiongkok di panggung internasional. Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), Tiongkok berupaya menawarkan pembangunan infrastruktur dan investasi kepada negara-negara mitranya, yang pada gilirannya memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi 
Tiongkok. Keberhasilan BRI dalam meningkatkan konektivitas dan pembangunan di berbagai negara mitra menambah kepercayaan terhadap kemampuan Tiongkok untuk memimpin 
proyekproyek besar dan ambisius.  
Tinjauan pustaka yang kelima diambil dari Jurnal China’s Maritime Silk Road Initiative: A quest for sea power karya Lungani Hlongwa di dalam jurnalnya mengutip bahwa Inisiatif Jalur 
Sutra Maritim (MSRI) dan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) diumumkan pada tahun 2013 oleh  Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan bersama-sama dikenal sebagai "One Belt, One Road" (OBOR) atau "Inisiatif Sabuk dan Jalan" (BRI). SREB bertujuan menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa melalui jalur darat melintasi Eurasia. Literatur tentang MSRI sejauh ini bersifat deskriptif dan menghindari konsep akademis dari geopolitik dan hubungan internasional.  
Beberapa ahli mempelajari dampak lokal MSRI, Seperti Styan yang meneliti dampak MSRI di Djibouti, Karim yang mengeksplorasi peluang dan tantangan MSRI di wilayah Teluk Benggala, dan Lim yang membahas peran Angola dalam MSRI, Tiongkok juga berupaya membangun jalur sutra maritim yang melewati Teluk Aden. Jika berhasil, jalur ini akan menciptakan aktivitas ekonomi yang sangat besar, terutama melalui pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis yang akan menjadi tempat sandar dan pengisian bahan bakar kapal-kapal. Namun, ada risiko signifikan yang terkait dengan proyek ini. Jika negara-negara yang menerima investasi infrastruktur dari 
Tiongkok tidak mampu membayar hutangnya, pelabuhan-pelabuhan tersebut bisa diambil alih oleh Tiongkok. Situasi ini mencerminkan salah satu kritik utama terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan, yaitu potensi diplomasi jebakan utang, di mana negara-negara penerima investasi terjebak dalam utang yang akhirnya memaksa mereka menyerahkan aset strategis kepada Tiongkok.  
Tinjauan pustaka yang keenam diambil dari jurnal yang berjudul Models of Chinese  
Engagement in Africa’s Extractive Sectors and Their Implications karya Tang Xiaoyang terdapat di jurnalnya bahwa Tiongkok semakin banyak mengimpor minyak dan mineral dari  
Angola, dengan nilai impor meningkat dari US$5,43 miliar pada tahun 2002 menjadi 
US$113,2 miliar pada tahun 2012, peningkatan 20 kali lipat dalam satu dekade. Pada tahun  
2012, minyak dan mineral menyumbang lebih dari 60% dari total impor. Angola, Sudan, dan  
Libya adalah pemasok utama, dengan Angola sempat menjadi pemasok terbesar mengalahkan Arab Saudi pada tahun 2008 dan 2010. Ekspansi cepat Tiongkok di sektor ekstraktif Angola menarik perhatian global, dengan banyak yang ingin memahami bagaimana Tiongkok mendapatkan sumber daya dan dampaknya pada perkembangan Angola. Perusahaan minyak Tiongkok aktif berinvestasi di sektor minyak Angola, terutama di pasar yang dihindari perusahaan lain, seperti Sudan, di mana perusahaan minyak negara Tiongkok menjadi pemegang saham mayoritas di delapan blok minyak yang ditinggalkan oleh perusahaan Barat karena alasan politik. Keberadaan tambang minyak di Angola memberikan Tiongkok akses langsung ke pasokan minyak yang stabil. Jika negara-negara Angola Tengah gagal membayar utang kepada Tiongkok, aset-aset strategis seperti tambang minyak dapat diambil alih oleh  
Tiongkok untuk jangka waktu tertentu. Hal ini memperkuat posisi ekonomi dan politik Tiongkok di Angola, meskipun ada kekhawatiran bahwa negara-negara Angola bisa menjadi terlalu bergantung dan kehilangan kendali atas sumber daya alam mereka. Sementara Tiongkok berargumen bahwa investasi mereka membantu pembangunan ekonomi dan infrastruktur Angola, penting bagi negara-negara Angola untuk mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional mereka.  
Tinjauan pustaka yang ketujuh diambil dari jurnal yang berjudul China’s Multi-Faceted  
Economic Development Strategy in East Africa karya Joshua Fowler dalam jurnalnya mengutip  Kerjasama pembangunan infrastruktur Tiongkok sejak tahun 2013 telah dikategorikan dalam Belt and Road Initiative. Inisiatif ini dikenali dengan karakteristik utama: proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman dari bank-bank kebijakan Tiongkok, dibangun oleh kontraktor Tiongkok, dan menggunakan mesin dan teknologi Tiongkok. Proyek-proyek ini dirancang sedemikian rupa sehingga bank-bank kebijakan, seperti Bank Ekspor-Impor Tiongkok, memberikan pinjaman kepada pemerintah asing, yang menggunakan modal tersebut untuk membeli kontrak konstruksi infrastruktur. Oleh karena itu, artikel ini mengkategorikan proyek  BRI sebagai proyek infrastruktur yang dibangun di negara asing yang didanai dan dibangun oleh perusahaan milik negara Tiongkok (SOE). dalam penelitian ini negara Angola akan dikhawatirkan dengan pengambilan aset yang menyebabkan Tiongkok punya kuasa atas infrastruktur tersebut, dan membuat keamanan dan kestabilan nasional maupun internasional terganggu, karna muncul polaritas baru di daerah Angola setelah Amerika dan Inggris.  
Tinjauan pustaka yang kedelapan diambil dari jurnal yang berjudul Grand Strategies in  
Contested Zones: Japan’s Indo-Pacific, China’s BRI and Eastern Africa karya Brendon J. Cannon dikutip dalam jurnalnya Dampak penggunaan istilah Indo-Pasifik memiliki dua aspek utama: menekankan koneksi dua lautan dengan fokus maritim yang mencakup India dan Angola, serta menghubungkan Jepang dengan Amerika Serikat dan Barat, menekankan fokus global bersama. Strategi Indo-Pasifik tidak boleh diabaikan karena meskipun India, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia berbeda pendekatan terhadap China, mereka bersatu dalam kekhawatiran tentang strategi perkembangan China di wilayah tersebut. Narasi Indo-Pasifik akan menyebabkan ketidaknyamanan di China karena dianggap sebagai upaya untuk menahan kebangkitan China. Dalam konteks ini, strategi Tiongkok untuk mencapai proyek Belt and  Road Initiative (BRI) memiliki dampak signifikan terhadap dinamika geopolitik di Angola. Pendekatan agresif Tiongkok dalam membangun infrastruktur di Angola, melalui investasi besar dan pinjaman, menegaskan pengaruhnya yang semakin kuat di kawasan tersebut.  
Sementara itu, Jepang dan Amerika Serikat, yang juga memiliki kepentingan strategis di 
Angola, memandang upaya ini dengan waspada, karena mereka melihatnya sebagai langkah Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonominya dan menantang dominasi tradisional Barat di benua tersebut. Ketegangan regional yang muncul akibat strategi ini menciptakan polarisasi baru. Negara-negara Angola yang terlibat dalam proyek BRI mungkin merasa tertekan oleh ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Tiongkok, yang berpotensi memengaruhi kedaulatan nasional mereka. Di sisi lain, aliansi negara-negara Barat dengan negara-negara Angola yang waspada terhadap pengaruh Tiongkok semakin diperkuat, menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Akibatnya, Angola menjadi arena persaingan strategis antara Tiongkok dan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini berpotensi memicu ketegangan regional yang lebih besar, mengingat setiap negara berusaha untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin rumit.  
Tinjauan pustaka yang kesembilan diambil dari jurnal yang berjudul Debt Trap? Chinese 
Loans and Africa’s Development Options karya Anzetse Were dikutip dalam jurnalnya Tiongkok telah menjadi kreditor terbesar bagi Angola dengan pendanaan lebih dari 3.000 proyek infrastruktur dan pinjaman komersial mencapai lebih dari $86 miliar kepada pemerintah dan entitas milik negara di Angola antara tahun 2000 hingga 2014, dengan ratarata sekitar $6 miliar per tahun. Pada Forum China-Angola ke-6 tahun 2015, Presiden Xi Jinping berjanji tambahan pendanaan sebesar $60 miliar untuk wilayah ini. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pemberi pinjaman tradisional Barat, dengan Tiongkok menjadi kreditur terbesar di Angola Selatan, yang menyumbang 14% dari total utang sub-Sahara Angola. Hal ini dipicu oleh fokus pemerintah Angola pada pembangunan infrastruktur dan ketersediaan pinjaman dari Tiongkok. Pada tahun 2012, Tiongkok menjadi mitra perdagangan terbesar Angola, menggantikan perdagangan AS-Angola yang menurun karena peningkatan produksi minyak domestik AS yang mengurangi impor minyak dari Angola. Krisis ekonomi global juga membatasi upaya Barat dalam membiayai Angola. Di sisi penawaran, minat terhadap utang Angola di pasar internasional meningkat, didorong oleh lonjakan harga komoditas yang melambat pada tahun 2016. Tingkat pertumbuhan PDB Angola yang tinggi menarik minat investor internasional yang mencari keuntungan tinggi, dengan rata-rata pengembalian yang lebih tinggi di Angola dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Faktor-faktor ini termasuk populasi yang berkembang pesat dengan kebutuhan barang dan jasa yang meningkat, kelas menengah yang tumbuh dengan daya beli yang lebih besar, dan kredit yang dihargai tinggi yang memerlukan pengembalian yang signifikan. Dalam penelitian ini Angola sangat diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Tiongkok, namun ketika negara negara Angola gagal mengelola dan membayar hutang tersebut, maka negara negara Angola harus memberikan hak kelola kepada Tiongkok. Maka dari itu ada keuntungan yang besar jika gagal akan menjadi boomerang  
Tinjauan pustaka yang kesepuluh diambil dari jurnal yang berjudul China’s Military Presence in Africa: Implications for Continental Instability karya Chuka Enuka di dalam jurnalnya mengutip Kedalaman transaksi militer yang meragukan antara China dan Mugabe terungkap dalam skandal yang melibatkan kapal China, An Yue Jiang, yang membawa senjata untuk Zimbabwe, tetapi dihentikan di Angola Selatan pada April 2008. Seiring dengan semakin meluasnya keterlibatan China di seluruh Angola, China semakin terlibat dalam urusan internal Angola secara militer. Keterlibatan ini terjadi dalam tiga bentuk utama: penjualan senjata China yang masuk ke zona konflik, partisipasi China dalam operasi penjaga perdamaian PBB, dan respons China terhadap kasus penculikan warga negara China atau serangan terhadap fasilitas China. Mengenai peran militer China di Angola dan dampaknya terhadap perdamaian benua tersebut, pendapat cenderung berbeda. Beberapa berpendapat bahwa melalui kesepakatan militer dengan Angola, China menawarkan alternatif keamanan bagi negara-negara Angola dibandingkan dengan Barat, dan bahwa melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke daerah konflik di Angola, kehadiran militer China telah berdampak positif di benua tersebut. Dalam penelitian ini dikutip bahwa Tiongkok melalui BRI tersebut mempunyai ambisi untuk melakukan military expansion di kawasan Angola, dengan ini akan menciptakan babak polarisasi di wilayah Angola.  
[bookmark: _Toc59127]E. Kerangka Pemikiran     
Kerangka Teori merupakan bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, keberadaan Kerangka Teori sangat penting dalam proses penulisan penelitian.  
[bookmark: _Toc59128]E.1 Definisi Konseptual  
[bookmark: _Toc59129]E.1.1 Debt Trap Diplomacy  
       Debt Trap Diplomacy mewakili fenomena kompleks dalam konteks hubungan internasional di mana negara atau lembaga keuangan dari suatu negara tertentu menggunakan pinjaman besar kepada negara lain sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau strategis yang lebih luas. Meskipun pinjaman ini sering dikemas sebagai inisiatif pembangunan atau investasi dalam infrastruktur, mereka sering kali menyembunyikan tujuan tersembunyi seperti pengembangan pengaruh politik, pengamanan akses ke sumber daya alam, atau penguasaan atas infrastruktur kunci.  
      Proses Debt Trap Diplomacy dimulai dengan penawaran pinjaman signifikan dari pemberi pinjaman kepada negara peminjam, dengan syarat dan kondisi yang sering kali tidak transparan dan dapat memberatkan. Ketika negara peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau menghadapi tantangan ekonomi yang serius, mereka rentan terjebak dalam ketergantungan mendalam pada pemberi pinjaman. (Hlongwa, 2023)      Dampak dari Debt Trap Diplomacy dapat sangat merugikan bagi negara peminjam. Ketika tidak dapat melunasi utang, pemberi pinjaman sering menggunakan utang yang belum terbayar sebagai alat untuk mendapatkan konsesi politik atau ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri, termasuk pengambilalihan aset strategis atau pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan domestik atau internasional.  
     Secara lebih luas, praktik Debt Trap Diplomacy dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan politik negara peminjam, mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan kebijakan independen yang menguntungkan kepentingan nasional mereka, dan menimbulkan risiko destabilisasi politik dan ekonomi di tingkat regional. Kritik terhadap fenomena ini mencakup kekhawatiran tentang ketidakstabilan ekonomi yang diperparah, meningkatnya ketegangan politik, serta pertanyaan yang timbul terkait transparansi dan keadilan dalam praktik pemberian pinjaman internasional.  
     Dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI) di Angola, yang ditujukan untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan China dengan berbagai belahan dunia termasuk Angola, praktik Debt Trap Diplomacy menjadi relevan. Investasi besar dalam proyekproyek seperti pelabuhan, rel kereta api, dan jalan raya di negara-negara Angola dapat memperkuat pengaruh China secara regional, namun juga menimbulkan risiko terkait ketergantungan ekonomi dan politik negara penerima terhadap pemberi pinjaman. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan manfaat infrastruktur yang dibawa oleh BRI, perlu juga diperhatikan perlindungan yang lebih baik bagi negara-negara Angola yang mungkin rentan terhadap praktik perangkap utang, serta pengembangan regulasi internasional yang lebih ketat untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam praktik pemberian pinjaman global. (Hlongwa, 2023)  
Debt Trap Diplomacy dalam konteks proyek Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok telah memberikan dampak signifikan terhadap keamanan nasional dan kondisi geopolitik di kawasan Angola. Melalui penawaran pinjaman besar dengan syarat yang sering tidak transparan, negaranegara seperti Kenya, Ethiopia, dan Djibouti telah menerima investasi besar dalam infrastruktur, seperti rel kereta api dan pelabuhan. Namun, ketidakmampuan negara-negara ini untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang telah menimbulkan risiko ketergantungan ekonomi dan politik yang mendalam pada Tiongkok. Ketergantungan ini dapat mengancam kedaulatan mereka dan memberi Tiongkok leverage strategis yang signifikan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun BRI membawa manfaat infrastruktur, negara-negara Angola harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap utang yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi mereka. Upaya internasional untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam praktik pemberian pinjaman global menjadi semakin penting untuk melindungi kepentingan nasional negara-negara penerima. 
 
[bookmark: _Toc59130] E.1.2 Securitisation  
Sekuritisasi merupakan bagaimana aktor politik dan sosial dapat membentuk persepsi publik dan mempengaruhi kebijakan. Dalam hal ini, Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok di Angola dapat dianalisis sebagai contoh sekuritisasi yang strategis. Melalui framing yang cermat, Tiongkok menggambarkan BRI sebagai inisiatif pembangunan yang menguntungkan negara-negara Angola dengan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas ekonomi. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat dimensi strategis di mana Tiongkok juga berupaya mengamankan akses ke sumber daya alam dan memperluas pengaruh geopolitiknya.  
Dengan menggambarkan proyek-proyek BRI sebagai upaya untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, Tiongkok dapat membenarkan kehadiran dan investasinya di Angola, yang sering kali mencakup pinjaman besar dengan persyaratan yang menguntungkan Tiongkok. Jika negara-negara penerima mengalami kesulitan dalam membayar utang, Tiongkok dapat mengambil alih aset strategis, seperti pelabuhan atau jalur kereta api, sebagai bentuk jaminan. Ini menciptakan situasi di mana ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dapat berpotensi mengurangi kedaulatan negara-negara Angola dalam mengambil keputusan politik dan ekonominya sendiri.  
BRI di Angola berfungsi tidak hanya sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengamankan kepentingan strategis dan politik Tiongkok di kawasan tersebut. Proyek ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama antara Asia, Angola, dan Eropa melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran. Di Angola, proyek ini mencakup pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang didanai oleh investasi dan pinjaman dari Tiongkok. Melalui strategi ini, Tiongkok berusaha memperkuat posisinya sebagai kekuatan global dan mengamankan pengaruh jangka panjang di kawasan Angola.  
  
[bookmark: _Toc59131]E.2 Operasionalisasi Konsep  
[bookmark: _Toc59132]E.2.1 Geopolitics  
Menurut Abdi (2021), geopolitik merupakan suatu pertimbangan dasar dalam negara yang merujuk pada hubungan antara politik dan teritori. Geopolitik mempengaruhi cara negara-negara mengambil keputusan strategis mengenai keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional berdasarkan posisi geografis dan sumber daya yang mereka miliki. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pemahaman tentang geopolitik menjadi semakin penting, terutama ketika berbicara tentang inisiatif besar seperti One Belt One Road (OBOR) atau yang sekarang dikenal sebagai Belt and Road Initiative (BRI).  
Inisiatif OBOR yang diusulkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013 adalah contoh nyata bagaimana pertimbangan geopolitik dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi internasional. OBOR, yang terdiri dari Jalur Sutra Ekonomi Darat dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Angola melalui jaringan infrastruktur yang luas. Melalui proyek ini, Tiongkok tidak hanya berupaya memperluas pengaruh ekonominya tetapi juga memperkuat posisinya di panggung 
geopolitik global.  
Kawasan Angola, sebagai bagian penting dari rute Jalur Sutra Maritim, menjadi fokus utama dari BRI. Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur di berbagai negara Angola, termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan antara Angola dan Tiongkok, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima investasi.  
Namun, keterlibatan Tiongkok di Angola melalui BRI juga membawa implikasi geopolitik yang signifikan. Pertama, investasi besar-besaran Tiongkok di Angola dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara Angola pada Tiongkok. Ketergantungan ini dapat memberikan Tiongkok leverage politik yang besar dalam hubungan bilateral, memungkinkan Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan internasional negara-negara Angola.  
  
Kedua, penguasaan infrastruktur strategis oleh Tiongkok dapat memicu kekhawatiran tentang kedaulatan nasional dan keamanan di negara-negara Angola. Misalnya, jika negara-negara tersebut gagal membayar utang yang digunakan untuk membiayai proyek BRI, Tiongkok dapat mengambil alih kontrol atas aset-aset penting seperti pelabuhan atau jalur kereta api. Ini tidak hanya berdampak pada kedaulatan ekonomi negara-negara tersebut tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan politik dan sosial di dalam negeri.  
Ketiga, kehadiran Tiongkok yang semakin kuat di Angola juga mempengaruhi dinamika geopolitik regional dan global. Negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan negaranegara Uni Eropa, mungkin melihat ekspansi pengaruh Tiongkok sebagai tantangan terhadap kepentingan strategis mereka di Angola. Hal ini dapat memicu persaingan geopolitik yang lebih intens di kawasan tersebut, dengan potensi untuk meningkatkan ketegangan dan konflik.  
Dengan demikian, BRI di Angola bukan hanya soal pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga soal pertimbangan geopolitik yang kompleks. Negara-negara Angola harus mempertimbangkan dengan hati-hati manfaat dan risiko dari keterlibatan dalam inisiatif ini, memastikan bahwa mereka dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi sambil meminimalkan risiko terhadap kedaulatan dan stabilitas mereka. Di sisi lain, Tiongkok perlu mengelola investasinya dengan cara yang transparan dan berkelanjutan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari konflik geopolitik yang tidak perlu.  
Kawasan Angola, sebagai bagian penting dari rute Jalur Sutra Maritim, menjadi fokus utama dari BRI. Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur di berbagai negara Angola, termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan antara Angola dan  
Tiongkok, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima investasi. Namun, keterlibatan Tiongkok di Angola melalui BRI juga membawa implikasi geopolitik yang signifikan.  
Diplomasi perangkap utang dalam konteks proyek BRI telah memberikan dampak signifikan terhadap keamanan nasional dan kondisi geopolitik di kawasan Angola pada periode 2018-2023. Investasi besar-besaran Tiongkok di Angola dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi negaranegara Angola pada Tiongkok. Ketergantungan ini dapat memberikan Tiongkok leverage politik yang besar dalam hubungan bilateral, memungkinkan Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan internasional negara-negara Angola. Dalam banyak kasus, negara-negara peminjam tidak dapat melunasi utang, dan Tiongkok menggunakan utang yang belum terbayar sebagai alat untuk mendapatkan konsesi politik atau ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri, seperti pengambilalihan aset strategis.  
Penguasaan infrastruktur strategis oleh Tiongkok dapat memicu kekhawatiran tentang kedaulatan nasional dan keamanan di negara-negara Angola. Misalnya, jika negara-negara tersebut gagal membayar utang yang digunakan untuk membiayai proyek BRI, Tiongkok dapat mengambil alih kontrol atas aset-aset penting seperti pelabuhan atau jalur kereta api. Ini tidak hanya berdampak pada kedaulatan ekonomi negara-negara tersebut tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan politik dan sosial di dalam negeri. Ketergantungan ini dapat mengancam kedaulatan mereka dan memberi Tiongkok leverage strategis yang signifikan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun BRI membawa manfaat infrastruktur, negara-negara Angola harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap utang yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi mereka.  
Kehadiran Tiongkok yang semakin kuat di Angola juga mempengaruhi dinamika geopolitik regional dan global. Negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, mungkin melihat ekspansi pengaruh Tiongkok sebagai tantangan terhadap kepentingan strategis mereka di Angola. Hal ini dapat memicu persaingan geopolitik yang lebih intens di kawasan tersebut, dengan potensi untuk meningkatkan ketegangan dan konflik. Dengan demikian, BRI di Angola bukan hanya soal pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga soal pertimbangan geopolitik yang kompleks.  
Negara-negara Angola harus mempertimbangkan dengan hati-hati manfaat dan risiko dari keterlibatan dalam inisiatif ini, memastikan bahwa mereka dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi sambil meminimalkan risiko terhadap kedaulatan dan stabilitas mereka. Di sisi lain, Tiongkok perlu mengelola investasinya dengan cara yang transparan dan berkelanjutan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari konflik geopolitik yang tidak perlu. Upaya internasional untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam praktik pemberian pinjaman global menjadi semakin penting untuk melindungi kepentingan nasional negara-negara penerima, memastikan bahwa inisiatif seperti BRI benar-benar membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 
[bookmark: _Toc59133]E.2.2 Military Expansion  
Menurut Mackinder (2004), kekuatan militer didefinisikan secara tegas melalui jumlah populasi, sumber daya militer, dan efisiensi penggunaan kekuatan militer. Konsep kekuatan dipahami berdasarkan dasar-dasar Weberian, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan kehendak seseorang sendiri, terlepas dari kehendak orang lain. Artinya, kekuatan adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktor sosial lainnya guna mencapai tujuan tertentu, yang sering kali menghasilkan tindakan yang tidak akan diambil oleh pihak ketiga jika tidak ada pengaruh tersebut. Oleh karena itu, konflik kehendak mengarah pada pelaksanaan kekuasaan.  
Melalui BRI, Tiongkok tidak hanya memperkuat pengaruh ekonominya di Angola, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara geopolitik. Investasi ini memberikan Tiongkok leverage yang signifikan, karena negara-negara penerima investasi menjadi lebih bergantung pada dukungan ekonomi Tiongkok. Dalam banyak kasus, investasi ini memungkinkan Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan internasional negara-negara tersebut, sesuai dengan kepentingan strategisnya. Salah satu aspek kritis dari BRI di Angola adalah bagaimana proyek ini dapat mempengaruhi stabilitas regional. Menurut konsep Mackinder, negara yang memiliki kontrol atas sumber daya dan infrastruktur strategis akan memiliki keunggulan dalam konflik geopolitik. Dengan menguasai infrastruktur penting di Angola, seperti pelabuhan dan jalur kereta api, Tiongkok dapat memperkuat posisinya dalam persaingan global dan meningkatkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di luar wilayahnya.  
  
Konsep ekspansi militer Mackinder dapat diterapkan dalam konteks sekuritisasi BRI di Angola. Dengan memanfaatkan pinjaman dan investasi sebagai alat geopolitik, Tiongkok tidak hanya memperluas pengaruh ekonominya tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara strategis. Negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, mungkin melihat ekspansi pengaruh Tiongkok sebagai tantangan terhadap kepentingan strategis mereka di Angola. Hal ini dapat memicu persaingan geopolitik yang lebih intens di kawasan tersebut, dengan potensi untuk meningkatkan ketegangan dan konflik.  
Dengan demikian, BRI di Angola bukan hanya soal pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga soal pertimbangan geopolitik yang kompleks. Negara-negara Angola harus mempertimbangkan dengan hati-hati manfaat dan risiko dari keterlibatan dalam inisiatif ini, memastikan bahwa mereka dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi sambil meminimalkan risiko terhadap kedaulatan dan stabilitas mereka. Di sisi lain, Tiongkok perlu mengelola investasinya dengan cara yang transparan dan berkelanjutan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menghindari konflik geopolitik yang tidak perlu. Upaya internasional untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam praktik pemberian pinjaman global menjadi semakin penting untuk melindungi kepentingan nasional negara-negara penerima, memastikan bahwa inisiatif seperti BRI benar-benar membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.  
[bookmark: _Toc59134]E.2.3 Securitisation 
Sekuritisasi merupakan cara bagaimana aktor politik dan sosial dapat membentuk persepsi publik dan mempengaruhi kebijakan. Dalam hal ini, Belt and  
Road Initiative (BRI) Tiongkok di Angola dapat dianalisis sebagai contoh sekuritisasi yang strategis. Melalui framing yang cermat, Tiongkok menggambarkan BRI sebagai inisiatif pembangunan yang menguntungkan negara-negara Angola dengan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas ekonomi. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat dimensi strategis di mana Tiongkok juga berupaya mengamankan akses ke sumber daya alam dan memperluas pengaruh geopolitiknya.  
Dalam konteks BRI, sekuritisasi digunakan oleh Tiongkok untuk membenarkan kehadiran dan investasinya di Angola, yang sering kali mencakup pinjaman besar dengan persyaratan yang menguntungkan Tiongkok. Jika negara-negara penerima mengalami kesulitan dalam membayar utang, Tiongkok dapat mengambil alih aset strategis, seperti pelabuhan atau jalur kereta api, sebagai bentuk jaminan. Ini menciptakan situasi di mana ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dapat berpotensi mengurangi kedaulatan negara-negara Angola dalam mengambil keputusan politik dan ekonominya sendiri. Selain itu, penguasaan infrastruktur strategis oleh 
Tiongkok dapat memicu kekhawatiran tentang kedaulatan nasional dan keamanan di negaranegara Angola. Kehadiran Tiongkok yang semakin kuat di Angola juga mempengaruhi dinamika 
geopolitik regional dan global. 
[bookmark: _Toc59135]F. Asumsi dan Hipotesa  
[bookmark: _Toc59136]F.1. Asumsi  
1. Dengan berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar-besaran seperti pelabuhan dan jalur kereta api, Tiongkok memperkuat pengaruhnya di Angola dan mendapatkan leverage politik serta kontrol atas jalur perdagangan penting, meningkatkan kekuatan geopolitiknya.  
2. Ketegangan Internal dan Kerawanan: Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada Tiongkok dapat memicu ketegangan politik dan sosial di dalam negeri, serta membuat negara-negara lebih rentan terhadap ketidakstabilan politik dan perubahan rezim, yang dapat mengancam keamanan nasional.  
3. Pergeseran Aliansi dan Tantangan bagi Barat: Negara-negara Angola  terkhusus Angola mungkin semakin condong ke Tiongkok, mengubah dinamika aliansi global dan meningkatkan persaingan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta menentang dominasi tradisional Barat di kawasan tersebut.  
[bookmark: _Toc59137]F. 2. Hipotesa  
Berdasarkan teori diatas maka untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai “dampak proyek belt and road initiative tiongkok terhadap keamanan nasional dan kondisi geopolitik di kawasan Angola, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
1. Investasi infrastruktur melalui BRI akan memperkuat pengaruh Tiongkok di Angola. Proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kehadiran politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran dinamika geopolitik di Angola, dengan Tiongkok menjadi aktor utama yang menentang dominasi tradisional Amerika Serikat dan Uni Eropa di wilayah tersebut.  
2. Tingginya ketergantungan ekonomi Angola terhadap Tiongkok melalui BRI dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan politik dan sosial di negara-negara tersebut. Ketika ekonomi suatu negara sangat bergantung pada investasi dan bantuan Tiongkok, negara-negara tersebut mungkin rentan terhadap tekanan politik atau bahkan intervensi 
dari Tiongkok dalam urusan dalam negeri mereka, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di tingkat nasional. Akan membuat posisi negara Angola  merasa terusik secara keamanan.  
[bookmark: _Toc59138]G. Model Analisis  
	Unit Analisis  
Dampak Proyek Belt and Road Initiative Tiongkok Terhadap Keamanan  
Nasional dan Kondisi Geopolitik di Angola.  
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	Fenomena yang diteliti sebagai preseden  
Pada tanggal 13 Desember 2018, Menandai empat puluh tahun sejak Deng  
Xiaoping, pemimpin Tiongkok saat itu, secara resmi memulai era "reformasi dan keterbukaan" dalam pidatonya di sesi penutupan Konferensi Kerja Komite Sentral Partai  
Komunis Tiongkok. Pidato ini menandai awal dari perubahan besar dalam kebijakan ekonomi dan politik Tiongkok, yang menekankan pada reformasi ekonomi dalam negeri  
serta peningkatan hubungan internasional.  
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 	Definisi Konseptual  
· Debt Trap Diplomacy  
· Securitisation  
[image: ]  
	Operasionalisasi Konsep  
Debt Trap Diplomacy adalah konsep dimana Tiongkok memberikan hutang untuk pembangunan suatu negara, kemudian jika negara tersebut gagal untuk membayarkan hutang, aset yang telah dibangun itu akan diambil alih oleh negara pemberi hutang  
  
Tiongkok dan Angola telah mulai menjalin kerja sama dalam pembangunan  
infrastruktur melalui pinjaman. Sekuritisasi yang dilakukan oleh negara-negara Angola adalah bagaimana mereka berkolaborasi dengan China dalam membangun infrastruktur  
untuk menghubungkan seluruh dunia melalui jalur maritim laut.  


  
[bookmark: _Toc59139]H. Metode Penelitian  
Dalam membahas Dampak Proyek Belt and Road Initiative Tiongkok Terhadap Keamanan Nasional dan Kondisi Geopolitik di Angola, maka metode yang digunakan adalah deskriptif, yakni metode penelitian mendasar berdasarkan pada data serta dan informasi yang bersifat umum.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kualitatif untuk memahami dampak proyek Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok terhadap keamanan nasional dan kondisi geopolitik di Angola. Pendekatan ini melibatkan interpretasi fenomena dan situasi dengan mengumpulkan data yang tersedia dari sumber-sumber seperti Jstor, Academia,  ResearchGate, serta situs berita nasional dan internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban yang ilmiah terhadap masalah yang dibahas dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.  
[bookmark: _Toc59140]I. Sistematika Penelitian  
       Dalam penulisan maka struktur sistematika yang dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut  
BAB 1 : PENDAHULUAN  
Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep atau teori, asumsi dan hipotesa, model analisa, metode penelitian, dan sistematika penelitian  
BAB II: Debt Trap Diplomacy : Antara Pembangunan dan Ancaman  
Bab ini berisikan mengenai Debt Trap melalui BRI Tiongkok dapat dipandang sebagai bentuk Neo-Kolonialisme yang baru, dengan adanya potensi penyitaan aset dan sumber daya, hingga adanya potensi mobilisasi militer Tiongkok di Angola sehingga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Angola.   
BAB III:  BRI: Tantangan Keamanan Regional dan Upaya Pembangunan  
 Bab Ini berisikan tentang analisis Debt Trap Diplomacy yang merupakan kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikecam sebagai alat geopolitik Tiongkok dimana kebijakan ini dinilai dapat mengganggu kedaulatan negara-negara Angola terutama Angola. Bab ini juga menjelaskan bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di Angola, dan dampaknya terhadap keamanan Angola dan sekitarnya.  
  
  
BAB IV: Kesimpulan  
 Bab ini berisikan hasil kesimpulan dari rumusan penelitian yang telah dibuktikan dalam analisis dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.   
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[bookmark: _Toc59141]BAB II  
[bookmark: _Toc59142]Debt Trap Diplomacy : Antara Pembangunan dan Ancaman  
  
[bookmark: _Toc59143]2.1 Latar Belakang dan Perkembangan Belt and Road Initiative (BRI)  
       Belt and Road Initiative (BRI) merupakan strategi pembangunan infrastruktur global yang diinisiasi oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. Program ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara mitra melalui investasi besar dalam infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. BRI berakar pada konsep Jalur Sutra kuno, namun dalam implementasi modernnya, ia mencerminkan strategi geopolitik dan ekonomi yang lebih luas.  
       Secara historis, Jalur Sutra memainkan peran penting dalam perdagangan dan pertukaran budaya antara Tiongkok dan dunia luar. Dengan mengambil inspirasi dari jaringan perdagangan kuno ini, BRI berupaya membangun kembali jalur perdagangan strategis melalui darat dan laut. Proyek ini terbagi menjadi dua komponen utama, yakni Silk Road Economic Belt, yang mencakup rute darat melalui Asia Tengah dan Eurasia, serta 21st Century Maritime Silk  Road, yang berfokus pada jalur laut yang menghubungkan Asia, Angola, dan Eropa.(Barman, 2023).  
      Dalam implementasinya, BRI telah melibatkan berbagai sektor strategis seperti transportasi, energi, teknologi digital, dan perdagangan. Menurut Zeng (2021), salah satu aspek penting dari BRI adalah Digital Silk Road, yang mencakup pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara-negara mitra. Digital Silk Road bertujuan untuk membangun infrastruktur komunikasi digital seperti jaringan 5G, kabel bawah laut, dan pusat data, sehingga memperluas pengaruh Tiongkok dalam ekonomi digital global. Dalam kasus ini, BRI bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga mencakup elemen-elemen yang lebih luas seperti diplomasi teknologi dan pengaruh budaya.  
      Tiongkok menggunakan BRI sebagai alat untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di seluruh dunia. Dengan menawarkan pinjaman dan investasi infrastruktur kepada negara-negara berkembang, Beijing berupaya meningkatkan hubungan dagang serta memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Namun, proyek ini juga menuai kritik, terutama terkait dengan masalah transparansi, ketergantungan ekonomi negara penerima, dan dugaan praktik debt trap diplomacy. Dalam kasus ini, konsep debt trap diplomacy sering kali menjadi sorotan. Berdasarkan kajian Brautigam (2020), meskipun ada kekhawatiran tentang potensi jebakan utang, penting untuk memahami bahwa banyak negara penerima juga mendapatkan manfaat signifikan dari 
proyekproyek ini, seperti peningkatan infrastruktur dan akses ke pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan institusi keuangan tradisional seperti Bank Dunia dan IMF.  
      Momentum signifikan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok terjadi pada 13 Desember  2018, ketika dunia memperingati empat puluh tahun reformasi dan keterbukaan yang dimulai oleh Deng Xiaoping. Reformasi ini menciptakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat dan ekspansi globalnya, termasuk melalui inisiatif BRI. Dengan keberhasilan model pembangunan domestiknya, Tiongkok melihat BRI sebagai instrumen strategis untuk memperluas pengaruhnya di dunia, khususnya melalui investasi infrastruktur dan kerja sama ekonomi di negara-negara mitra. Namun, banyak negara Barat dan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF mengkritik strategi ini sebagai bentuk ekspansi ekonomi yang dapat meningkatkan ketergantungan negara penerima terhadap utang Tiongkok. Beberapa pihak juga menyoroti bahwa proyek-proyek BRI sering kali kurang transparan dan berisiko menciptakan tekanan ekonomi dan politik bagi negara-negara yang menerimanya. Selain itu, laporan oleh Martin (2021) menyoroti bahwa BRI telah menggeser dinamika geopolitik global, dengan Tiongkok perlahan-lahan mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia.  
      Sejak diluncurkan, BRI telah menarik lebih dari 140 negara untuk bergabung dalam berbagai bentuk kerja sama ekonomi. Beberapa proyek besar yang didanai dalam skema BRI antara lain Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), jalur kereta api Mombasa-Nairobi di Kenya, serta proyek pelabuhan di Sri Lanka dan Yunani. Proyek-proyek ini telah memberikan dampak ekonomi yang beragam bagi negara penerima. CPEC, misalnya, telah meningkatkan konektivitas perdagangan Pakistan tetapi juga menambah beban utang negara. Di Kenya, jalur kereta api Mombasa-Nairobi diharapkan dapat mempercepat pengiriman barang, meskipun ada kekhawatiran mengenai biaya operasionalnya. Sementara itu, proyek pelabuhan di Sri Lanka telah memicu kontroversi, karena negara tersebut terpaksa menyerahkan kendali pelabuhan kepada Tiongkok akibat gagal bayar utang. Yunani, di sisi lain, telah mengalami peningkatan signifikan dalam aktivitas pelabuhan Piraeus setelah investasinya dari BRI, menjadikannya salah satu pelabuhan tersibuk di Eropa.  
      Lebih jauh, Patel (2021) dalam studinya mengungkapkan bahwa proyek-proyek BRI juga berdampak pada pasar keuangan global, terutama di negara-negara berkembang. Misalnya, peningkatan aliran modal dari Tiongkok ke negara-negara mitra BRI telah menciptakan peluang investasi baru, tetapi juga meningkatkan volatilitas pasar keuangan di beberapa wilayah. Selain itu, laporan oleh Richards (2022) menyoroti bahwa proyek-proyek BRI sering kali menghadapi tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur besar-besaran telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi di kawasan Asia Tenggara dan degradasi ekosistem laut di wilayah Samudra Hindia.  
      Dengan skala dan dampaknya yang luas, BRI kini menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri dan ekonomi Tiongkok, sekaligus memicu diskusi global mengenai dampak jangka panjang dari proyek ini terhadap negara penerima dan dinamika ekonomi dunia. Sementara itu, menurut Gupta (2020), keberlanjutan utang negara-negara penerima investasi BRI menjadi isu yang semakin penting, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Dalam kasus ini, penting bagi negara-negara mitra BRI untuk mengelola utang mereka secara hati-hati dan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi mereka.    
[bookmark: _Toc59144]2.2 Debt Trap Diplomacy dan Implikasi Neo-Kolonialisme di Angola  
      Debt Trap Diplomacy merujuk pada strategi di mana suatu negara memberikan pinjaman besar kepada negara lain dengan ketentuan yang kurang transparan, sehingga berpotensi menjerat negara penerima dalam utang yang sulit dilunasi. Dalam kasus Belt and Road Initiative  
(BRI), konsep ini sering kali dikaitkan dengan Tiongkok. Sejumlah pihak mengkritik bahwa skema BRI dapat mendorong negara-negara berkembang untuk mengambil pinjaman besar yang sulit dilunasi, sehingga membuka peluang bagi Tiongkok untuk memanfaatkan kendali atas aset strategis negara tersebut. Namun, beberapa akademisi berpendapat bahwa konsep ini terlalu menyederhanakan realitas investasi global. Brautigam (2020) menekankan bahwa tidak semua proyek BRI dirancang untuk menjebak negara penerima. Sebaliknya, beberapa proyek memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan infrastruktur, akses ke pendanaan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi.  
      Dalam kasus Angola, keterlibatan dengan BRI telah menimbulkan perdebatan mengenai dampak jangka panjangnya terhadap kedaulatan nasional. Angola merupakan salah satu negara di Angola yang menjadi mitra utama Tiongkok dalam BRI. Dengan lebih dari $42 miliar investasi dan pinjaman dari Tiongkok, Angola telah mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk pengembangan Pelabuhan Lobito, Jalur Kereta Api Benguela, dan proyek-proyek energi. Proyek-proyek ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur negara, tetapi skema pembayaran berbasis komoditas—khususnya minyak mentah—telah menciptakan ketergantungan yang signifikan terhadap ekspor sumber daya alam. Ketergantungan ini tidak hanya mengikat Angola dalam kewajiban pembayaran utang yang berat, tetapi juga membatasi fleksibilitas fiskal dan kemampuan negara untuk mengelola kebijakan ekonominya secara mandiri.  
      Sejumlah akademisi, seperti Brautigam (2020), menyoroti bahwa bentuk keterikatan ekonomi ini dapat dikategorikan sebagai neo-kolonialisme, di mana negara penerima kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi mereka akibat ketergantungan terhadap modal asing. Dalam kasus Angola, ketergantungan pada ekspor minyak untuk membayar utang kepada Tiongkok telah menciptakan tantangan tambahan. Harga minyak yang fluktuatif di pasar global sering kali membuat Angola kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, yang pada akhirnya meningkatkan risiko gagal bayar. Selain itu, pengalihan sebagian besar pendapatan minyak untuk membayar utang mengurangi kemampuan Angola untuk mengalokasikan dana untuk sektor lain yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial.  
      Namun, faktor-faktor internal seperti kebijakan ekonomi domestik Angola, praktik tata kelola keuangan, serta strategi diversifikasi ekonomi juga turut berperan dalam menentukan dampak investasi asing. Kurangnya kebijakan mitigasi yang efektif dan ketergantungan terhadap ekspor minyak mentah juga menjadi elemen kunci yang memperburuk situasi ekonomi Angola dalam menghadapi keterikatan finansial dengan Tiongkok. Dalam studi oleh Gupta (2020), disebutkan bahwa negara-negara berkembang sering kali gagal mengelola utang mereka dengan baik karena lemahnya tata kelola keuangan dan kurangnya perencanaan jangka panjang. Hal ini relevan dengan situasi Angola, di mana banyak proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Tiongkok tidak memberikan manfaat ekonomi yang langsung terlihat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas alokasi dana tersebut.  
     Sebaliknya, beberapa akademisi lain berpendapat bahwa interpretasi ini terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang diberikan oleh investasi Tiongkok. Misalnya, proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI di Angola telah meningkatkan konektivitas transportasi dan memperkuat kapasitas logistik negara. Jalur Kereta Api Benguela, misalnya, telah membuka akses perdagangan ke negara-negara tetangga seperti Zambia dan Republik Demokratik Kongo, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Menurut Wong (2019), pembangunan infrastruktur besar seperti ini memiliki potensi untuk mendorong transformasi ekonomi, meskipun manfaatnya mungkin baru terlihat dalam jangka panjang.  
      Selain itu, pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan bahwa investasi BRI dapat dikelola dengan baik untuk menghindari jebakan utang. Sebagai contoh, Kazakhstan telah berhasil menggunakan investasi BRI untuk memperkuat posisinya sebagai pusat logistik di Asia  Tengah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Dalam kasus Ethiopia, investasi BRI telah membantu membangun proyek infrastruktur besar seperti kereta api Addis Ababa-Djibouti, yang meningkatkan konektivitas perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Himmer dan Rod (2022) dalam studinya menyatakan bahwa banyak negara penerima investasi BRI masih dapat mempertahankan kontrol atas kebijakan ekonomi mereka dengan strategi manajemen utang yang tepat.  
      Namun, situasi di Angola menunjukkan bahwa keberhasilan investasi BRI sangat bergantung pada kasus lokal dan kemampuan negara penerima untuk mengelola proyek-proyek ini secara efektif. Dalam laporan oleh International Monetary Fund (2020), disebutkan bahwa Angola harus memperkuat tata kelola ekonominya, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan mempercepat diversifikasi ekonominya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan utang Tiongkok. Tanpa langkah-langkah ini, keterlibatan Angola dalam BRI berisiko memperburuk ketergantungan ekonomi dan politiknya terhadap Beijing.  
      Lebih jauh, Zhao (2021) menyoroti bahwa proyek-proyek BRI sering kali menghadapi tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial. Dalam kasus Angola, pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan dan jalur kereta api telah memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap komunitas lokal dan ekosistem alami. Meskipun proyek-proyek ini dirancang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, penting untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan tidak diabaikan. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa keberlanjutan proyek-proyek BRI akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan jangka panjangnya, terutama di negara-negara seperti Angola yang memiliki tantangan ekonomi dan lingkungan yang kompleks.  
      Dalam kesimpulannya, meskipun investasi BRI di Angola memberikan peluang besar untuk pembangunan infrastruktur, tantangan yang terkait dengan debt trap diplomacy, ketergantungan ekonomi, dan dampak sosial-lingkungan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi Angola untuk mengembangkan strategi yang lebih holistik dalam mengelola keterlibatan dengan Tiongkok, termasuk memperkuat tata kelola ekonomi, meningkatkan diversifikasi, dan memastikan bahwa proyek-proyek BRI memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.  
[bookmark: _Toc59145]2.3 Potensi Penyitaan Aset dan Dimensi Keamanan  
      Salah satu risiko terbesar dari model investasi BRI adalah kemungkinan penyitaan aset strategis apabila negara penerima gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Contoh nyata dari situasi ini dapat ditemukan di Sri Lanka, di mana Pelabuhan Hambantota akhirnya berada di bawah kendali perusahaan Tiongkok akibat gagal bayar (Buckley, 2020). Pengambilalihan ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi domestik Sri Lanka tetapi juga memengaruhi hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain. Beberapa negara, termasuk India dan Amerika Serikat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa meningkatnya kehadiran ekonomi dan strategis Tiongkok di Sri Lanka dapat menggeser keseimbangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pengambilalihan ini berdampak signifikan terhadap kedaulatan ekonomi Sri Lanka, memicu kekhawatiran akan pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam kebijakan domestik negara tersebut. Selain itu, kondisi ini memperburuk krisis utang Sri Lanka, membatasi opsi pendanaan lainnya, dan meningkatkan ketergantungan ekonomi terhadap Beijing.  
      Namun, dampak dari penyitaan aset strategis ini tidak hanya terbatas pada Sri Lanka. 
Banyak negara peserta BRI, terutama negara-negara berkembang dengan kapasitas fiskal yang terbatas, menghadapi risiko serupa. Penyitaan aset strategis dapat menjadi alat bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonominya sekaligus mengukuhkan dominasi strategis di kawasan tertentu (Li, 2023). Negara-negara dengan tingkat transparansi rendah dalam pengelolaan utang publik cenderung lebih rentan terhadap situasi semacam ini. Hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara-negara penerima investasi mampu mempertahankan kedaulatan ekonominya ketika menghadapi tekanan dari kreditor besar seperti Tiongkok   
       Di Angola, terdapat kekhawatiran bahwa kehadiran ekonomi Tiongkok yang dominan dapat berkembang menjadi pengaruh strategis, termasuk dalam bentuk kehadiran militer. Potensi mobilisasi pasukan atau pengamanan terhadap aset-aset Tiongkok dapat mengarah pada ketegangan geopolitik dan memengaruhi stabilitas regional. Contoh serupa dapat ditemukan di Djibouti, di mana Tiongkok telah membangun pangkalan militernya sebagai langkah strategis untuk melindungi kepentingan ekonominya di kawasan tersebut (Arduino, 2018). Kehadiran militer ini memicu kekhawatiran akan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Angola dan dampaknya terhadap dinamika keamanan regional. Menurut laporan dalam Journal of the Indian Ocean Region (2021), pengaruh Tiongkok di negara-negara yang terlibat dalam BRI sering kali diikuti oleh peningkatan keterlibatan militer, baik dalam bentuk kehadiran langsung maupun peningkatan kerja sama pertahanan.  
      Lebih jauh lagi, penyitaan aset strategis juga memiliki dimensi hukum internasional yang kompleks. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya harus menyerahkan kendali atas aset strategis kepada entitas asing, yang sering kali menciptakan ketegangan domestik. Banyak kelompok masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah di negara-negara penerima telah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap pengambilalihan aset strategis oleh Tiongkok. Mereka menyebut langkah tersebut sebagai bentuk "imperialisme ekonomi baru" yang dapat mengikis kedaulatan nasional. Tekanan dari komunitas internasional untuk meningkatkan transparansi dalam perjanjian utang juga semakin meningkat.  
      Selain itu, dimensi keamanan dari penyitaan aset sering kali terkait dengan kemampuan Tiongkok untuk memanfaatkan aset-aset tersebut sebagai alat geopolitik. Pelabuhan, bandara, dan infrastruktur strategis lainnya yang berada di bawah kendali Tiongkok dapat digunakan untuk mendukung operasi militer atau pengumpulan intelijen (Arduino, 2018). Hal ini dapat memperburuk ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara saingan geopolitiknya, seperti  
Amerika Serikat, Jepang, atau Uni Eropa. Misalnya, pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Tiongkok di kawasan Samudra Hindia telah menjadi perhatian utama bagi Angkatan Laut AS, yang khawatir bahwa aset-aset tersebut dapat digunakan untuk memperluas kehadiran militer Tiongkok.  
      Sementara itu, negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka membutuhkan pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ketergantungan pada utang Tiongkok sering kali datang dengan risiko tinggi, termasuk potensi penyitaan aset strategis. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara penerima untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi domestik guna melindungi diri dari risiko ini. Selain itu, upaya untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, baik melalui lembaga keuangan internasional maupun mitra bilateral lainnya, harus menjadi prioritas utama.  
      Dalam kasus global, penyitaan aset strategis oleh Tiongkok melalui BRI telah memicu perdebatan mengenai keberlanjutan model investasi ini. Banyak ahli mempertanyakan apakah manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh negara penerima cukup untuk mengimbangi risiko jangka panjang yang ditimbulkan, termasuk hilangnya kendali atas aset penting. Dengan demikian, diskusi tentang BRI tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga implikasi strategis dan geopolitik yang lebih luas.  
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      Ketergantungan ekonomi Angola terhadap Tiongkok telah menimbulkan tantangan struktural yang signifikan, khususnya dalam aspek utang luar negeri dan upaya diversifikasi ekonomi. Berdasarkan laporan dari International Monetary Fund (IMF), lebih dari 60% utang luar negeri Angola bersumber dari pinjaman Tiongkok, menjadikan negara tersebut sebagai kreditor dominan dalam struktur keuangan Angola (IMF, 2021). Pinjaman ini umumnya diarahkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur skala besar, seperti jaringan transportasi dan fasilitas publik lainnya, yang meskipun memberikan manfaat pembangunan, juga memperbesar beban fiskal dalam jangka panjang.  
      Ketergantungan ini sangat membatasi ruang gerak kebijakan ekonomi Angola. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada ekspor minyak mentah, Angola menghadapi risiko fiskal yang tinggi akibat volatilitas harga minyak global. Laporan dari World Bank (2020) mencatat bahwa lebih dari 90% pendapatan ekspor Angola berasal dari sektor minyak, yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian pinjaman dengan Tiongkok. Model pinjaman berbasis sumber daya ini meningkatkan risiko keuangan, sebab setiap penurunan harga minyak berpotensi memperburuk stabilitas makroekonomi dan menghambat upaya investasi di sektor lain, seperti pertanian dan industri manufaktur (World Bank, 2020).  
      Lebih jauh, dominasi ekonomi Tiongkok dalam struktur ekonomi Angola telah menciptakan ketidakseimbangan struktural yang signifikan. Sebagian besar proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok mengandalkan tenaga kerja, teknologi, dan material yang berasal dari negara pemberi pinjaman, sehingga dampak ekonomi lokal menjadi terbatas. Studi yang dilakukan oleh Alves (2013) menunjukkan bahwa meskipun proyek-proyek ini telah meningkatkan konektivitas dan kapasitas ekonomi Angola, pola investasi yang kurang inklusif ini juga memperdalam ketergantungan struktural terhadap Tiongkok. Dalam banyak kasus, tidak terjadi transfer teknologi yang substansial ataupun peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal karena mayoritas pekerja dalam proyek-proyek tersebut berasal dari Tiongkok (Alves, 2013).  
      Ketergantungan terhadap satu aktor ekonomi utama juga meningkatkan kerentanan Angola terhadap dinamika eksternal, baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Perubahan kebijakan ekonomi Tiongkok atau perlambatan pertumbuhan negara tersebut dapat secara langsung berdampak pada proyek-proyek yang dibiayai melalui mekanisme pinjaman bilateral. Selain itu, posisi Angola dalam negosiasi ulang utang juga terbatas, mengingat banyak perjanjian yang tidak transparan dan lebih menguntungkan pihak kreditor (Brautigam, 2009). Oleh sebab itu, diversifikasi ekonomi menjadi semakin mendesak bagi Angola guna mengurangi ketergantungan struktural terhadap Tiongkok serta memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjangnya.  
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      Selain dampak ekonomi yang signifikan, ketergantungan Angola terhadap Tiongkok juga membawa konsekuensi politik yang kompleks. Relasi bilateral yang tidak seimbang ini sering kali berimplikasi pada meningkatnya tekanan diplomatik, di mana Angola harus lebih mengakomodasi kepentingan geopolitik Beijing dalam berbagai kebijakan luar negerinya. Studi yang dilakukan oleh Taylor (2006) menunjukkan bahwa negara-negara Afrika yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pinjaman dan investasi Tiongkok sering kali mengalami keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang independen (Taylor, 2006). Dalam konteks Angola, tekanan dari Tiongkok telah menyebabkan negara tersebut menyesuaikan kebijakan perdagangan dan investasi agar lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Tiongkok, meskipun hal ini dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.  
      Salah satu indikasi nyata dari pengaruh politik Tiongkok adalah keterlibatan Angola dalam proyek infrastruktur yang dibiayai melalui mekanisme pinjaman bilateral. Dalam banyak kasus, proyek-proyek ini disetujui tanpa transparansi yang memadai dan tanpa konsultasi luas dengan masyarakat sipil maupun pihak oposisi politik. Studi oleh Corkin (2013) menyoroti bahwa banyak perjanjian antara Angola dan Tiongkok dilakukan melalui mekanisme bilateral tertutup, tanpa keterlibatan lembaga internasional atau mekanisme pengawasan independen (Corkin, 2013). Akibatnya, semakin kuat kekhawatiran bahwa pengaruh Tiongkok dalam kebijakan domestik Angola semakin dominan, yang pada gilirannya mengurangi ruang demokrasi dan independensi pengambilan keputusan nasional.  
      Di tingkat domestik, keberadaan pengaruh Tiongkok dalam kebijakan ekonomi dan politik Angola juga menimbulkan ketegangan sosial dan kritik dari berbagai kelompok masyarakat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa ketergantungan terhadap Tiongkok telah mengorbankan kedaulatan politik Angola. Beberapa organisasi masyarakat sipil di Angola telah mengkritik pola hubungan ini, menyoroti minimnya akuntabilitas dalam perjanjian bilateral yang dibuat dengan Tiongkok. Transparency International (2021) mencatat bahwa banyak kesepakatan pinjaman dengan Tiongkok tidak dipublikasikan secara transparan, yang meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan dana publik (Transparency International, 2021).  
      Selain itu, tekanan dari Tiongkok untuk memberikan prioritas pada proyek-proyek tertentu sering kali dianggap sebagai bentuk intervensi dalam kebijakan domestik Angola. Misalnya, dalam proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh Tiongkok, pemerintah Angola sering kali dipaksa menyetujui persyaratan yang lebih menguntungkan bagi perusahaanperusahaan Tiongkok dibandingkan dengan entitas lokal. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa  
Angola semakin kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri. Studi yang dilakukan oleh Mohan dan Power (2008) menunjukkan bahwa hubungan ekonomi yang asimetris antara Tiongkok dan negara-negara Afrika sering kali berujung pada dominasi kebijakan oleh pihak Tiongkok, yang membatasi kapasitas negara penerima untuk mengatur sendiri arah pembangunannya (Mohan & Power, 2008).  
      Menghadapi tantangan ini, Angola perlu merancang strategi diversifikasi kemitraan ekonomi dan meningkatkan transparansi dalam kesepakatan bilateral untuk mengurangi risiko ketergantungan yang berlebihan. Meningkatkan mekanisme pengawasan dan memperluas cakupan mitra ekonomi dapat menjadi langkah strategis bagi Angola dalam memperkuat posisi tawar internasionalnya serta mempertahankan kedaulatan politiknya di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.  
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      Dominasi investasi Tiongkok di Angola juga berisiko menghambat masuknya investasi asing lainnya. Menurut laporan IMF (2020), tingkat utang yang tinggi kepada Tiongkok telah mengurangi kepercayaan investor asing, dengan data menunjukkan bahwa arus investasi asing langsung (FDI) ke Angola mengalami penurunan sebesar 15% sejak 2018. Hal ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan terhadap satu sumber investasi dapat membatasi opsi pendanaan alternatif dan mempersulit upaya diversifikasi ekonomi.  
      Selain itu, dominasi Tiongkok dalam sektor ekonomi Angola juga menciptakan tantangan bagi perusahaan lokal. Banyak perusahaan lokal yang kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah mereka. Hal ini tidak hanya mengurangi peluang bagi pelaku usaha lokal tetapi juga mempersempit ruang bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, ekonomi Angola menjadi semakin terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, yang sebagian besar dikendalikan oleh entitas asing.  
      Hambatan investasi alternatif ini juga berdampak pada hubungan Angola dengan mitra internasional lainnya. Banyak negara Barat dan organisasi keuangan internasional yang enggan untuk berinvestasi di Angola, karena mereka melihat negara tersebut terlalu bergantung pada kebijakan dan modal dari Tiongkok. Hal ini menciptakan tantangan tambahan bagi Angola dalam upayanya untuk mendiversifikasi mitra ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada satu negara.  
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       Di bab ini penulis menganalisis dampak Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok terhadap Angola dengan menyoroti tantangan dan peluang pembangunan yang muncul. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah bagaimana Angola menghadapi tantangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan melalui pendekatan multilateralisme serta bagaimana inisiatif seperti Blue Dot Network (BDN) dan strategi sekuritisasi memainkan peran dalam dinamika ini. Selain itu, dimensi ekspansi militer dan keterlibatan aktor global dalam pembangunan Angola juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini.  
      Sebagai salah satu negara yang menerima investasi besar dari Tiongkok, Angola menghadapi berbagai dilema terkait pembangunan infrastruktur, termasuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan Pelabuhan Lobito, jalur kereta api Benguela, serta proyek eksplorasi dan pengolahan minyak di blok lepas pantai. Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi Angola, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam aspek keberlanjutan finansial dan kontrol atas aset nasional. Dampak jangka panjangnya terhadap kedaulatan nasional, terutama dalam hal stabilitas politik dan ekonomi Angola, menjadi sorotan utama.  
      Menurut Huang (2016), investasi besar-besaran melalui BRI sering kali memberikan manfaat langsung berupa pembangunan infrastruktur, tetapi di sisi lain dapat menciptakan tekanan politik dan ekonomi. Di Angola, proyek-proyek seperti eksplorasi minyak dan jalur transportasi strategis menunjukkan bagaimana konektivitas ekonomi dapat mempererat hubungan bilateral, tetapi juga  menimbulkan risiko ketergantungan secara finansial, seperti yang dijelaskan oleh Chen (2019).  
      Dari sisi politik, ketergantungan pada investasi asing, terutama dari Tiongkok, dapat mengurangi ruang gerak kebijakan luar negeri Angola dan meningkatkan pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan nasional. Di sektor ekonomi, utang yang terus meningkat berisiko membebani anggaran negara dalam jangka panjang, berpotensi menghambat investasi domestik dan program pembangunan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kontrol asing atas aset strategis seperti Pelabuhan Lobito dan sektor eksplorasi minyak di Angola dapat mengurangi kedaulatan ekonomi dan mempersulit upaya diversifikasi perekonomian negara.  
      Misalnya, sebagian besar proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh Tiongkok dalam sektor transportasi dan energi berada dalam skema pinjaman jangka panjang yang memungkinkan perusahaan asing memiliki kendali atas pengoperasiannya. Hal ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam pengelolaan aset nasional tetapi juga meningkatkan risiko ketergantungan ekonomi Angola terhadap satu mitra dagang utama. Dengan meningkatnya peran Tiongkok dalam mendanai proyek-proyek besar di sektor energi, transportasi, dan pelabuhan, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan utang dan risiko ketergantungan ekonomi.  
      Sebagaimana diungkapkan oleh Baker (2023), negara-negara berkembang seperti Angola sering kali menghadapi dilema dalam memilih antara percepatan pembangunan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, analisis dalam bab ini akan membahas bagaimana  Angola dapat menavigasi tantangan ini dengan strategi kebijakan yang tepat.  
      Lebih lanjut, bab ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti transparansi, peran sektor swasta, serta respons dari komunitas internasional dapat memengaruhi keberlanjutan proyek-proyek BRI di Angola. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif akademik dari sumber-sumber jurnal yang relevan, bab ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana kebijakan pembangunan Angola dapat dikembangkan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas geopolitik.  
      Penelitian oleh Komakech & Ombati (2023) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Ppentingnya pendekatan transparan ini semakin relevan mengingat tingginya tekanan eksternal dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan negara tersebut.   
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      Investasi Tiongkok melalui BRI di Angola telah menimbulkan dinamika geopolitik yang kompleks. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menyeimbangkan pengaruh Tiongkok melalui inisiatif Blue Dot Network (BDN) yang menekankan pembangunan infrastruktur berstandar tinggi dengan keterlibatan sektor swasta. Rivalitas ini menciptakan ketidakpastian bagi Angola dalam menentukan mitra strategisnya dalam pembangunan. Angola, dengan posisinya sebagai negara kaya sumber daya, menjadi arena bagi perebutan pengaruh antara BRI dan BDN.  
      Persaingan antara kekuatan global menciptakan dilema bagi pemerintah Angola.  
Situasi serupa juga terlihat di negara-negara Angola lainnya seperti Kenya dan Ethiopia, di mana investasi besar-besaran dari Tiongkok melalui BRI telah menimbulkan tantangan terkait transparansi, keberlanjutan utang, dan pengaruh geopolitik.  
      Studi tentang Tanzania, menunjukkan bagaimana proyek infrastruktur skala besar yang didanai oleh Tiongkok dapat mempercepat pembangunan ekonomi tetapi juga meningkatkan risiko ketergantungan finansial yang berlebihan. Angola perlu mempertimbangkan pengalaman negaranegara ini dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan seimbang.  
      Misalnya, Ethiopia telah berhasil menerapkan kebijakan insentif investasi bagi sektor manufaktur lokal guna mengurangi ketergantungan pada impor dan investasi asing. Sementara itu, Rwanda telah mengembangkan sistem regulasi transparan dalam proyek infrastruktur yang memastikan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta domestik. Langkah-langkah seperti ini dapat menjadi acuan bagi Angola untuk membangun model pembangunan yang lebih mandiri dan  
inklusif.  
      Di satu sisi, proyek-proyek BRI menawarkan peluang pembangunan ekonomi yang signifikan melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Di sisi lain, keterlibatan BDN dan mitra-mitra Barat menawarkan pendekatan berbasis tata kelola yang lebih transparan serta persyaratan utang yang lebih ringan. Angola perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang dalam menjalin kemitraan pembangunan agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik yang merugikan.  
      Lebih jauh, dampak geopolitik dari rivalitas ini juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Angola yang semakin kompleks. Dalam menghadapi tekanan global, Angola telah menerapkan kebijakan diversifikasi mitra ekonomi dan diplomatik, termasuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan serta meningkatkan kerja sama dengan organisasi multilateral seperti Uni Angola dan IMF.  
      Selain itu, Angola juga mengadopsi reformasi kebijakan investasi untuk menarik lebih banyak investor swasta dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan, seperti yang tercermin dalam rencana strategis nasionalnya untuk tahun 2025. Rencana ini mencakup langkahlangkah seperti insentif pajak bagi investor asing, peningkatan regulasi transparansi untuk proyekproyek infrastruktur, serta pengembangan sektor manufaktur dan teknologi guna meningkatkan kemandirian ekonomi.  
      Negara-negara berkembang yang berhasil mengelola investasi asing dengan baik sering kali mengadopsi kebijakan diversifikasi yang memungkinkan mereka memanfaatkan berbagai mitra strategis untuk pembangunan. Angola, dengan potensi geopolitiknya, dapat mengambil langkah serupa untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tidak hanya berfokus pada satu sumber pendanaan tertentu tetapi juga melibatkan berbagai aktor global.  
      Selain itu, pemerintah Angola juga berupaya memperkuat sektor keuangan domestik agar dapat memberikan alternatif pendanaan yang lebih stabil bagi proyek pembangunan nasional. Angola harus berhati-hati dalam membangun kemitraan dengan berbagai aktor global untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi.  
      Studi terbaru oleh Johnson (2023) menunjukkan bahwa negara-negara Angola yang bergantung secara eksklusif pada BRI sering kali menghadapi tekanan diplomatik yang meningkat dari mitra-mitra Barat yang khawatir akan dominasi ekonomi dan politik Tiongkok di kawasan  tersebut..  
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      Pembangunan infrastruktur yang masif sering kali dikaitkan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh Komakech & Ombati (2023), proyek-proyek BRI di Angola menghadapi tantangan korupsi dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Di Angola, proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok sering kali mendapat kritik karena didominasi oleh perusahaan konstruksi Tiongkok dengan sedikit peluang bagi tenaga kerja lokal. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial serta perasaan ketergantungan terhadap Tiongkok dalam sektor   ekonomi dan pembangunan.  
      Pengalaman negara-negara Angola lainnya menunjukkan bahwa tantangan semacam ini bukanlah hal baru. Di Nigeria, investasi asing dalam sektor minyak bumi telah menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan antara daerah kaya sumber daya dan masyarakat lokal yang terdampak. Fenomena serupa terlihat di Mozambik, di mana proyek gas alam yang didanai oleh perusahaan asing memicu ketidakpuasan masyarakat akibat kurangnya manfaat langsung yang dirasakan oleh penduduk setempat (Chen, 2019). Angola, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, menghadapi risiko serupa jika tidak ada kebijakan yang memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil.  
      Dampak sosial dari investasi BRI juga terlihat dalam perubahan pola pekerjaan dan distribusi kekayaan. Banyak proyek infrastruktur BRI yang mempekerjakan tenaga kerja dari 
Tiongkok, mengurangi kesempatan bagi pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, peningkatan investasi sering kali dikaitkan dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta resistensi dari kelompok masyarakat yang terdampak langsung.  
      Ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh investasi asing dalam proyek infrastruktur dapat memperparah ketidakstabilan sosial. Dalam teori Dependencia, seperti yang dijelaskan oleh Baker (2023), investasi asing yang tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi yang adil dapat memperkuat ketergantungan ekonomi dan memperbesar jurang ketimpangan sosial. Angola dapat belajar dari negara-negara seperti Rwanda, yang berhasil membangun sistem regulasi inklusif dalam proyek infrastruktur sehingga masyarakat lokal dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan.  
      Di sisi lain, resistensi sosial terhadap proyek-proyek BRI di Angola dapat memengaruhi stabilitas politik. Beberapa kelompok masyarakat yang merasa tersingkir dari manfaat pembangunan cenderung menyuarakan ketidakpuasan melalui protes atau bahkan gerakan oposisi. Hal ini mencerminkan pentingnya peran transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan proyek infrastruktur, sebagaimana diungkapkan oleh Xiao (2021).  
      Lebih lanjut, tantangan sosial ini juga memengaruhi stabilitas politik Angola. Ketergantungan pada investasi asing yang tidak transparan dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, di Zambia, beberapa proyek infrastruktur besar yang didanai oleh Tiongkok menyebabkan protes karena dianggap mengabaikan tenaga kerja lokal dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Angola dapat menghindari skenario serupa dengan menerapkan kebijakan yang memastikan keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan maupun implementasi.  
      Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengelola proyek infrastruktur besar dengan baik tidak hanya mengandalkan investasi asing tetapi juga memperkuat kapasitas institusi domestik untuk mengawasi dan mengelola proyek tersebut (Nguyen, 2020).  
Mmembangun kerangka regulasi yang memastikan bahwa proyek-proyek BRI tidak hanya menguntungkan investor asing tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.  
       Selain itu, penting bagi Angola untuk mengintegrasikan kebijakan sosial yang mendukung distribusi manfaat pembangunan secara merata. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proyek-proyek infrastruktur melalui pelatihan tenaga kerja, insentif bagi perusahaan lokal, dan mekanisme pengawasan publik. Strategi ini tidak hanya akan membantu mengurangi ketimpangan sosial tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakatnya.  
      Lebih lanjut, penelitian oleh Zhou (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh investasi asing dapat memicu konflik internal jika tidak ada upaya untuk mengelola dampaknya secara efektif. Oleh karena itu, Angola harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI memperhitungkan kepentingan sosial jangka panjang.  
      Dalam hal ini, peran komunitas internasional juga penting. Organisasi seperti IMF dan Bank Dunia dapat membantu Angola dalam merancang kebijakan sosial yang inklusif, sementara institusi seperti African Development Bank dapat memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur. Dengan pendekatan yang tepat, Angola dapat memanfaatkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan politiknya.  
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      Sekuritisasi merujuk pada bagaimana proyek infrastruktur dapat digunakan untuk kepentingan strategis, termasuk keamanan dan pengaruh geopolitik. Studi Huang (2016) menunjukkan bahwa beberapa proyek pelabuhan dan jalur transportasi yang dikembangkan Tiongkok memiliki potensi untuk mendukung kepentingan militer Tiongkok. Angola, dengan lokasinya yang strategis di       Angola Barat, bisa menjadi bagian dari strategi sekuritisasi ini. Jika Angola gagal melunasi utangnya, ada risiko bahwa aset strategisnya akan berada di bawah kendali Tiongkok, sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka dengan pelabuhan Hambantota.  
       Ketergantungan Angola terhadap utang Tiongkok menjadi perhatian utama dalam perdebatan mengenai sekuritisasi. Menurut data dari World Bank (2023), utang Angola kepada Tiongkok mencapai lebih dari USD 20 miliar, menjadikannya salah satu negara di Angola dengan ketergantungan tertinggi terhadap pembiayaan Tiongkok. Pinjaman ini terutama digunakan untuk proyek infrastruktur strategis seperti jalur kereta api Benguela dan jaringan listrik nasional.  
      Namun, risiko sekuritisasi tidak hanya berkaitan dengan kontrol atas aset strategis tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi Angola. Dengan rasio utang terhadap PDB yang terus meningkat, tekanan ekonomi dan politik terhadap Angola semakin menjadi perhatian global. Penelitian oleh Johnson (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat ketergantungan utang yang tinggi terhadap BRI sering kali menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan luar negeri yang independen. Angola harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam situasi serupa.  
      Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah Angola adalah merestrukturisasi utang dengan Tiongkok melalui negosiasi ulang pembayaran yang lebih fleksibel. Selain itu, Angola juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dengan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada pinjaman luar negeri.  
      Menurut Lema (2022), diversifikasi sumber pendanaan merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko ketergantungan ekonomi. Angola dapat memanfaatkan peluang ini dengan menggandeng mitra dari Uni Eropa, IMF, dan institusi multilateral lainnya untuk menciptakan alternatif pembiayaan yang lebih beragam. Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI dapat tetap berkelanjutan tanpa membahayakan kedaulatan ekonomi Angola.  
      Lebih jauh, model pendanaan yang berbasis regulasi ketat dapat membantu Angola menghindari risiko kehilangan aset strategisnya. Studi ekonomi menunjukkan bahwa negaranegara yang mengadopsi pendekatan manajemen utang yang hati-hati cenderung lebih sukses dalam mempertahankan kedaulatan ekonominya di tengah ketergantungan terhadap pendanaan asing (Chen, 2019).  
      Selain itu, Angola juga perlu meningkatkan kapasitas institusionalnya dalam mengelola dana pinjaman. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme pengawasan yang transparan, pelatihan bagi pejabat pemerintah, dan penguatan kerangka regulasi untuk memastikan bahwa setiap proyek yang didanai oleh BRI memberikan dampak jangka panjang yang positif.  
      Penelitian oleh Obasanjo (2022) juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam melibatkan sektor swasta domestik dalam proyek infrastruktur. Dengan melibatkan sektor swasta, Angola dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan asing.  
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      Sebagai respons terhadap dominasi BRI (Belt and Road Initiative), Blue Dot Network (BDN) dikembangkan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. BDN bertujuan untuk menilai kualitas proyek berdasarkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Angola memiliki peluang untuk memanfaatkan BDN guna mengimbangi ketergantungan pada BRI dan mengadopsi standar transparansi yang lebih tinggi dalam proyek infrastrukturnya.  
      Namun, implementasi BDN di Angola bukan tanpa tantangan. Standar tinggi yang diterapkan oleh BDN sering kali membutuhkan komitmen untuk transparansi, keterlibatan sektor swasta lokal, dan regulasi yang mendukung keberlanjutan. Hal ini menjadi kendala bagi Angola, mengingat tantangan internal seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta ketergantungan yang tinggi pada investasi asing.  
      Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah Angola telah mengambil berbagai langkah, termasuk memperkuat kebijakan transparansi dalam investasi infrastruktur, meningkatkan partisipasi sektor swasta lokal, dan merancang regulasi yang lebih jelas mengenai keterlibatan mitra asing. Menurut Lema (2022), pendekatan berbasis transparansi dan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kredibilitas Angola di mata investor internasional, sehingga memudahkan negara ini untuk menarik investasi dari berbagai sumber, termasuk BDN.  
      Selain itu, Angola juga menjajaki diversifikasi sumber pendanaan dengan menggandeng organisasi internasional seperti African Development Bank dan IMF untuk memastikan proyek-proyek BDN dapat berjalan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada satu negara atau entitas tertentu. Strategi ini diharapkan dapat membantu Angola mengoptimalkan manfaat dari BDN sambil tetap menjaga stabilitas ekonominya.  
      Dalam praktiknya, Angola dapat menerapkan strategi ini dengan memperkuat regulasi transparansi dalam pengadaan proyek infrastruktur, mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta lokal untuk meningkatkan keterlibatan domestik, serta membangun kapasitas institusi pemerintah dalam pengelolaan proyek berbasis standar internasional. Selain itu, integrasi kebijakan investasi jangka panjang dengan kerangka pembangunan berkelanjutan dapat memastikan bahwa proyek-proyek BDN memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Angola.  
       BDN, meskipun menjanjikan alternatif yang lebih bersifat inklusif, juga memiliki tantangan tersendiri. Proses implementasinya sering kali membutuhkan proses birokrasi yang lebih ketat serta standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Bagi pemerintah Angola, tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi investasi dengan standar yang lebih transparan dan berkelanjutan. Pendekatan yang tepat dapat membantu Angola menarik lebih banyak investor dari berbagai negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya.  
      Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hibrida antara investasi asing dan kebijakan pembangunan domestik yang kuat dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Angola perlu menyusun kebijakan yang mengakomodasi kedua model investasi tersebut agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari 
kedua inisiatif global ini.  
      Sebagai contoh, Rwanda telah berhasil mengintegrasikan investasi asing dengan kebijakan pembangunan domestik melalui pengembangan regulasi yang mendukung keterlibatan sektor swasta lokal. Hal ini dapat menjadi model bagi Angola untuk memastikan bahwa investasi asing, baik dari BRI maupun BDN, memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal.  
      Lebih lanjut, Angola dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BDN untuk meningkatkan daya saing ekonominya di tingkat regional. Dengan menggunakan standar BDN yang berfokus pada keberlanjutan, Angola dapat menarik lebih banyak mitra dagang dan investor yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berorientasi jangka panjang. Menurut penelitian oleh Johnson (2023), negara-negara yang mengadopsi standar internasional dalam pembangunan       infrastruktur cenderung lebih sukses dalam menarik investasi berkualitas tinggi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.  
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Dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat investasi asing, penguatan kapasitas institusi domestik menjadi salah satu prioritas utama bagi Angola. Institusi yang kuat dapat memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI maupun BDN dikelola secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan nasional.  
Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah Angola adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Hal ini mencakup penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, pelatihan bagi pejabat pemerintah, dan pengembangan regulasi yang memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek pembangunan. Menurut Komakech & Ombati (2023), transparansi merupakan faktor kunci dalam mengurangi risiko korupsi dan memastikan bahwa proyek pembangunan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.  
Selain itu, Angola juga telah memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam mengelola proyek infrastruktur. Kerja sama ini mencakup program pelatihan, konsultasi kebijakan, dan dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut IMF (2023), penguatan kapasitas institusi domestik merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan proyek pembangunan jangka panjang.  
Penguatan kapasitas institusi domestik juga mencakup upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Sebagai contoh, beberapa negara di kawasan Angola seperti Ghana dan Kenya telah menerapkan mekanisme partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat lokal memberikan masukan terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar. Angola dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.  
Menurut penelitian oleh Xiao (2021), negara-negara yang berhasil mengelola proyek infrastruktur asing dengan baik sering kali memiliki institusi yang kuat yang mampu mengawasi pelaksanaan proyek secara independen. Dalam kasus Angola, ini berarti membangun lembagalembaga pengawasan yang memiliki kapasitas untuk mengaudit proyek-proyek infrastruktur secara transparan dan memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.  
Selain itu, penguatan kapasitas institusi domestik juga mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung keterlibatan sektor swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur. Dengan melibatkan sektor swasta domestik, Angola dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Penelitian oleh Obasanjo (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta lokal tidak hanya meningkatkan efisiensi proyek tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.  
Lebih jauh, Angola juga perlu meningkatkan kapasitas institusi domestiknya dalam mengelola utang luar negeri. Menurut Chen (2019), negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas manajemen utang yang baik cenderung lebih sukses dalam menjaga stabilitas ekonominya di tengah ketergantungan pada pendanaan asing. Dalam hal ini, Angola dapat memanfaatkan peluang kerja sama dengan institusi internasional untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam mengelola utang dan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh BRI maupun BDN tetap berkelanjutan secara finansial.  
[bookmark: _Toc59161]3.3.3 Diversifikasi Mitra Strategis  
Sebagai salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan, Angola telah mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi mitra strategisnya. Diversifikasi ini mencakup kerja sama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.  
Diversifikasi mitra strategis dapat membantu negara-negara berkembang mengurangi risiko ketergantungan ekonomi dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Diversifikasi ini berarti menjajaki peluang kerja sama dengan berbagai aktor internasional, termasuk organisasi multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan African Development Bank.  
Diversifikasi mitra strategis juga mencakup upaya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Angola. Sebagai contoh, Angola telah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di Angola Selatan melalui perjanjian perdagangan regional dan proyek infrastruktur lintas batas. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan konektivitas regional tetapi juga memberikan peluang bagi Angola untuk memperluas pasar ekspornya.  
Penelitian oleh Zhou (2020) menunjukkan bahwa diversifikasi mitra strategis tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat posisi diplomatik negara di tingkat global. Dalam hal ini, Angola dapat memanfaatkan peluang kerja sama dengan berbagai aktor internasional untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi utama di kawasan Angola.  
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Selain diversifikasi mitra strategis, Angola perlu merancang strategi kebijakan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari investasi asing, baik melalui BRI maupun inisiatif lainnya seperti Blue Dot Network (BDN). Strategi ini harus mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.  
Salah satu elemen penting dalam strategi kebijakan adalah memastikan keberlanjutan finansial proyek-proyek infrastruktur. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan ekonomi di negara-negara berkembang adalah kurangnya perencanaan yang matang dalam manajemen utang. Angola dapat mengatasi risiko ini dengan memperkuat kapasitas manajemen fiskalnya dan mengadopsi kerangka kerja anggaran berbasis hasil (results-based budgeting). Hal ini akan memastikan bahwa setiap pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur memiliki dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.  
Lebih lanjut, Angola juga perlu menerapkan kebijakan yang mendukung integrasi sektor swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI. Dengan memberikan insentif kepada perusahaan domestik untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan, Angola dapat meningkatkan kapasitas industri lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Penelitian oleh Lema (2022) menunjukkan bahwa integrasi sektor swasta lokal merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan proyek infrastruktur di Angola.  
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur juga harus menjadi prioritas kebijakan. Kurangnya transparansi sering kali menyebabkan konflik sosial dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal, terutama ketika proyek-proyek besar tidak memberikan manfaat langsung kepada penduduk setempat. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dengan menerapkan sistem pelaporan publik yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan proyek secara langsung.  
Kebijakan lainnya yang dapat diterapkan adalah memperkuat regulasi lingkungan untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak merusak ekosistem lokal. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Angola memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungannya dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Menurut penelitian oleh Chen (2019), investasi asing yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal dan mengurangi legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, Angola harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI maupun BDN memenuhi standar keberlanjutan lingkungan.  
Selain itu, pemerintah Angola dapat mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community-based development) untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek infrastruktur. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek pembangunan tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian oleh Xiao (2021) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi resistensi sosial terhadap proyek-proyek besar dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjangnya.  
Di sisi geopolitik, Angola harus mengadopsi kebijakan luar negeri yang seimbang dalam menjalin hubungan dengan mitra-mitra global. N-negara berkembang yang berhasil memanfaatkan investasi asing tanpa kehilangan kedaulatannya sering kali mengadopsi pendekatan diplomasi multilateral yang memungkinkan mereka untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai aktor internasional. Dalam hal ini, Angola dapat memperkuat kerja sama dengan organisasi seperti Uni Angola, IMF, dan Bank Dunia untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan.  
Lebih jauh, Angola juga perlu memperkuat sektor pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Seperti yang diungkapkan oleh Mlambo & Kushamba (2021), salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara Angola dalam memanfaatkan investasi asing adalah kurangnya tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan industri modern. Angola dapat mengatasi tantangan ini dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam program pelatihan vokasi dan pendidikan teknis.  
Strategi kebijakan lainnya adalah meningkatkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, seperti minyak dan gas. Menurut IMF (2023), diversifikasi ekonomi merupakan langkah penting bagi Angola untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Angola dapat mengembangkan sektor manufaktur, agrikultur, dan teknologi sebagai alternatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonominya di tingkat global.  
Strategi kebijakan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan harus mencakup upaya untuk memperkuat kapasitas institusi domestik, meningkatkan keterlibatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mendiversifikasi ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif, Angola dapat memaksimalkan manfaat dari investasi asing sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan ketergantungan finansial dan geopolitik.  
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Belt and Road Initiative (BRI) merupakan strategi pembangunan infrastruktur global yang dicanangkan oleh Tiongkok dengan tujuan memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara mitra. Melalui berbagai proyek besar di sektor transportasi, energi, dan digital, BRI telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara penerima, termasuk Angola. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar investasi ini tidak menimbulkan risiko jangka panjang bagi negara penerima.  
Salah satu isu utama yang muncul dalam implementasi BRI adalah fenomena debt trap diplomacy, di mana negara-negara penerima pinjaman dari Tiongkok mengalami kesulitan dalam melunasi utang mereka. Dalam kasus Angola, ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok telah menciptakan tantangan struktural, termasuk risiko penyitaan aset strategis akibat gagal bayar. Skema pembayaran berbasis komoditas, khususnya minyak mentah, semakin memperkuat ketergantungan Angola pada ekspor sumber daya alamnya, yang rentan terhadap fluktuasi harga global.  
Dari perspektif geopolitik, dominasi Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di Angola telah menimbulkan kekhawatiran terkait potensi hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik. Investasi besar-besaran dari BRI sering kali disertai dengan pengaruh politik yang signifikan, di mana negara penerima harus menyesuaikan kebijakan mereka agar sejalan dengan kepentingan Beijing. Selain itu, keterlibatan militer Tiongkok dalam beberapa proyek BRI di negara lain juga menjadi perhatian bagi stabilitas keamanan regional.  
Di sisi lain, manfaat yang ditawarkan oleh BRI juga tidak dapat diabaikan. Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Tiongkok telah meningkatkan konektivitas transportasi dan memperkuat kapasitas logistik Angola. Jika dikelola dengan baik, investasi ini dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara optimal, Angola perlu menerapkan strategi yang lebih hati-hati dalam mengelola keterlibatannya dengan Tiongkok.  
Untuk mengatasi risiko yang muncul dari investasi BRI, Angola harus mengambil langkahlangkah strategis, termasuk diversifikasi mitra ekonomi, peningkatan transparansi dalam perjanjian investasi, serta memperkuat tata kelola keuangan dan regulasi domestik. Upaya diversifikasi dapat mencakup peningkatan kerja sama dengan mitra internasional lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta memanfaatkan inisiatif seperti Blue Dot Network (BDN) yang menawarkan alternatif investasi berstandar tinggi.  
Lebih jauh, penguatan kapasitas institusional dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proyek infrastruktur menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat investasi asing dapat dirasakan secara merata. Angola perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur untuk mengurangi dominasi perusahaan asing dan memastikan adanya transfer teknologi serta peningkatan kapasitas tenaga kerja domestik.  
Dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi Angola sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola utang dengan bijak, memperkuat tata kelola yang transparan, dan memastikan bahwa setiap investasi asing yang diterima benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berimbang, Angola dapat memanfaatkan peluang dari BRI tanpa terjebak dalam risiko ketergantungan ekonomi dan politik yang berlebihan.  
[bookmark: _Toc59166]B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Maka penulkis dapat menyarankan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh Angola sebagai langkah untuk mendapat hasil yang memuaskan bagi Angola dan pihak lain. Beberapa saran tersebut adalah seperti Pertama, diversifikasi sumber pendanaan sangat diperlukan agar Angola tidak hanya bergantung pada satu sumber investasi seperti BRI. Angola harus mencari alternatif pendanaan dari mitra global lainnya seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lembaga keuangan internasional guna mengurangi risiko ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Kedua, peningkatan transparansi dan tata kelola harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Angola perlu memperkuat regulasi terkait perjanjian investasi, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, serta meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Ketiga, pemberdayaan sumber daya lokal melalui kebijakan yang mengutamakan tenaga kerja dan perusahaan domestik dalam proyek infrastruktur. Langkah ini dapat meningkatkan kapasitas industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Angola. Keempat, pengelolaan utang yang berkelanjutan menjadi hal yang penting. Angola harus menerapkan kebijakan fiskal yang cermat dalam mengelola pinjaman luar negeri guna memastikan bahwa utang yang diperoleh digunakan secara produktif dan tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Kelima, penguatan diplomasi ekonomi dapat membantu Angola menjaga keseimbangan dalam kerja sama internasional. Angola perlu memanfaatkan posisinya dalam dinamika geopolitik global untuk menjalin kerja sama ekonomi yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan pada satu negara, sehingga dapat tetap mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politiknya. Keenam, mitigasi dampak sosial dan lingkungan harus diperhatikan dalam setiap proyek pembangunan. Angola perlu menerapkan standar keberlanjutan dalam proyekproyek infrastruktur untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan alamnya.  
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Angola dapat memanfaatkan peluang investasi dari BRI secara lebih optimal sekaligus memitigasi risiko yang mungkin timbul, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.  
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